PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
REPUBLI K | NDONESI A ( PERPU)
NOMOR 23 TAHUN 1959 (23/1959)
TENTANG
PENCABUTAN UNDANG UNDANG NO. 74 TAHUN 1957
(LEMBARAN- NEGARA NO. 160 TAHUN 1957)
DAN PENETAPAN KEADAAN BAHAYA

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
Meni nbang:

1. bahwa ber hubung dengan berl| akunya kenbali Undang-undang Dasar
1945 perlu ditetapkan peraturan Negara baru tentang keadaan
bahaya untuk mengganti Undang-undang Keadaan bahaya 1957;

2. bahwa karena keadaan yang nenaksa, peraturan baru tentang
keadaan bahaya itu perlu ditetapkan dengan Peraturan
Pereri ntah Pengganti Undang-undang;

Mengi ngat : Pasal 12 Undang-undang Dasar;
Mengi ngat pul a: Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;

Mendengar :
1. Dewan Perti nbangan Agung pada tanggal 25 Nopenber 1959;
2. Musyawar ah Kabi net Kerja pada tanggal 8 Desenber | 959;

Menut uskan :

Pertana :
Mencabut Undang-undang No. 74 tahun 1957 (Lenbaran-Negara tahun
1957 No. 160);
Kedua

Dengan nenbatal kan senmua peraturan yang bertentangan dengan
Per at ur an Peneri ntah Pengganti Undang-undang i ni,

Menet apkan:

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang tentang
Keadaan Bahaya.

BAB | .
PERATURAN UMM
Pasal 1.

(1) Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang nenyatakan sel uruh
atau sebagian dari w | ayah Negara Republik Indonesia dalam
keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau
keadaan darurat mliter atau keadaan perang, apabil a:

1. keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wlayah atau
di sebagi an wilayah Negara Republik Indonesia terancam
ol eh  penberont akan, kerusuhan- kerusuhan atau aki bat
bencana al am sehingga di khawatirkan tidak dapat diatasi
ol eh al at-al at perl engkapan secara bi asa;



2. tinmbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan
per kosaan wil ayah Negara Republik |ndonesia dengan cara
apapun juga;

3. hi dup Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari
keadaan- keadaan khusus ternyata ada atau di khawatirkan
ada gej al a- gejala yang dapat nenbahayakan hi dup Negar a.

(2) Penghapusan keadaan bahaya dil akukan ol eh Presiden/ Panglinma
Tertinggi Angkat an Perang.

Pasal 2.

(1) Keputusan yang nenyatakan atau nenghapuskan keadaan bahaya
mul ai berlaku pada hari diununkan, kecuali jikalau ditetapkan
waktu yang | ai n dal am keput usan t ersebut.

(2) Pengumuman per nyat aan atau penghapusan keadaan bahaya dil akukan
ol eh Presiden

Pasal 3.

(1) Penguasaan tertinggi dalam keadaan bahaya dil akukan ol eh
Presiden/ Panglima Tertinggi Angkatan Perang selaku penguasa
Darurat Sipil Pusat/Penguasa Darurat MIliter Pusat/Penguasa
Per ang Pusat.

(2) Dal am nel akukan penguasaan keadaan darurat sipil/keadaan darur at
m liter/keadaan perang, Presiden/Panglinma Tertinggi Angkatan
Perang di bantu ol eh suatu badan yang terdiri dari:

.Menteri Pertans,

. Menteri Keamanan/ Pert ahanan;

.Menteri Dal am Negeri dan O onom Daer ah;

.Menteri Luar Negeri;

.Kepal a Staf Angkat an Darat;

. Kepal a St af Angkat an Laut;

. Kepal a Staf Angkat an Udar a;

. Kepal a Kepol i si an Negar a.

O~NOOUTRAWN -

(3)Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang dapat nengangkat
Menteri/Pejabat |ain selain yang tersebut dal amayat (2) pasal

ini, apabila ia nmemandang perl u.

Pasal 4.

(1) D daerah-daerah penguasaan keadaan darurat sipil dil akukan ol eh
Kepal a Daer ah serendah-rendahnya dari Daerah tingkat Il selaku
Penguasa Darurat Sipil Daerah yang daerah hukumya ditetapkan
ol eh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang.

(2) Penguasa Darurat Sipil Daerah yang di naksud dal am ayat (1) pasa
ini dibantu ol eh suatu badan yang terdiri dari:

1. Seor ang Komandan Mliter tertinggi dari daer ah yang

ber sangkut an. ;

2. Seorang Kepal a Polisi dari daerah yang bersangkut an;

3. Seor ang Pengawas/ Kepal a Kej aksaan dari daerah yang ber sangkut an.



(3) Penunj ukan anggaut a- anggaut a badan tersebut dal am ayat (2) pasal
ini di | akukan oleh Presiden/Panglim Tertinggi Angkatan
Per ang.

(4) Untuk sesuatu daerah, Penguasa Darurat Sipil Pusat dapat
nmenent ukan susunan penguasaan dal am keadaan darurat sipil yang
berlainan dari pada ketentuan dalam ayat (2) pasal ini,
apabil a i a menandang perl u berhubung dengan keadaan.

Pasal 5.

(1) O daerah-daerah penguasaan keadaan darurat mliter dil akukan
oleh Komandan Mliter tertinggi serendah-rendahnya Konmandan
kesatuan Resinen Angkatan Darat atau Komandan Kesatuan
Angkat an Laut/ Angkat an Udara yang sederajat dengan itu sel aku
Penguasa  Darur at Mliter Daerah  yang daer ah- hukummya
di t et apkan ol eh Presiden/ Panglima Tertinggi Angkatan Perang.

(2) Penguasa Darurat Mliter Daerah yang dinmaksud dalam ayat (1)
pasal ini dibantu ol eh:

1. Seorang Kepal a Daerah dari daerah yang bersangkut an;

2. Seorang Kepal a Polisi dari daerah yang bersangkut an;

3. Seor ang Pengawas/ Kepal a Kej aksaan dari daerah yang ber sangkut an.

(3) Penunj ukan anggaut a- anggaut a badan tersebut dal am ayat (2) pasal
ini di | akukan oleh Presiden/Panglim Tertinggi Angkatan
Per ang.

(4) Untuk sesuatu daerah, Penguasa Darurat MIliter Pusat nenentukan
susunan penguasaan dalam keadaan darurat mliter yang
berlainan dari pada ketentuan dalam ayat (2) pasal ini,
apabi | a i a menandang perl u berhubung dengan keadaan.

Pasal 6.

(1) D daerah-daerah penguasaan keadaan perang dilakukan ol eh
Komandan Mliter tertinggi serendah-rendahnya  Konmandan
kesatuan Resinen Angkatan Darat atau Komandan Kesatuan
Angkat an Laut/ Angkat an Udara yang sederajat dengan itu sel aku
Penguasa Perang Daerah yang daerah-hukumya ditetapkan ol eh
Presi den/ Pangl i ma Tertinggi Angkatan Perang.

(2) Penguasa Perang Daerah yang di maksud dalam ayat (1) pasal ini
di bantu ol eh suatu badan yang terdiri dari:

1. Seorang Kepal a Daerah dari daerah yang bersangkut an;

2. Seorang Kepal a Polisi dari daerah yang bersangkut an;

3. Seor ang Pengawas/ Kepal a Kej aksaan dari daerah yang ber sangkut an.

(3) Penunj ukan anggaut a- anggaut a badan tersebut dal am ayat (2) pasal
ini di | akukan oleh Presiden/Panglim Tertinggi Angkatan
Per ang.

(4) Untuk sesuatu daerah, Penguasa Perang Pusat dapat nenentukan
susunan penguasaan dal am keadaan perang yang berlainan dari
pada ketentuan dal am ayat (2) pasal ini, apabila ia nmenmandang



per |l u berhubung dengan keadaan.

Pasal 7.

(1) Dal am nel akukan wewenang- wewenang dan kewaji ban- kewaji bannya.

Penguasa Dar urat Si pi | Daer ah/ Penguasa  Dar ur at Mliter
Daer ah/ Penguasa Perang Daerah nenuruti petunj uk-petunjuk dan
perintah-perintah yang diberikan ol eh Penguasa Darurat Sipil
Pusat/ Penguasa Darurat M Iliter Pusat/Penguasa Perang Pusat dan
ber t anggung-j awab kepadanya.

(2)Jika dalam bagian wlayah yang dinyatakan dalam tingkatan

keadaan darurat sipil, terdapat beberapa orang Kepal a Daerah
yang nenj abat Penguasa Darurat Sipil Daerah, maka tiap-tiap
Kepal a Daerah yang nenjabat Penguasa Darurat Sipil Daerah
di waj i bkan nenj al ankan pet unj uk- pet unj uk dan peri nt ah-peri nt ah
dari Kepal a Daerah yang nmenjabat Penguasa Darurat Sipil Daerah
yang | ebi h tinggi kedudukannya dal am w | ayah tersebut, kecuali
apabi | a Penguasa Darurat Sipil Pusat nenentukan | ain.

(3)Jika dalam bagian wlayah yang dinyatakan dalam tingkatan

keadaan darurat mliter/keadaan perang, terdapat beberapa
orang Komandan M Iliter yang nenjabat Penguasa Darurat Mliter
Daer ah/ Panguasa Perang Daerah, naka tiap-tiap Komandan Mliter
yang mnenj abat Penguasa Darurat MIiter Daerah/Penguasa Perang
Daer ah diwaj i bkan nenj al ankan pet unj uk- petunj uk dan perintah-
perintah dari Komandan M Iliter yang nenjabat Penguasa Dar ur at
Mliter Daerah/Penguasa Perang Daerah yang Ilebih tingagi
kedudukannya dal am wi | ayah tersebut, kecuali apabila Penguasa
Darurat Mliter Pusat/Penguasa Perang Pusat nenentukan | ain.

(4)Jika dalam bagian wlayah yang dinyatakan dalam tingkatan

keadaan darurat mliter/keadaan perang, terdapat Konandan
Mliter yang nenjabat Penguasa Darurat Mliter Daerah/
Penguasa Perang Daerah dan Komandan Mliter |ain yang nenj adi
atasan dari Komandan Mliter tersebut, tetapi yang tidak
nmenj abat Penguasa Darurat Mliter Daerah/Penguasa Perang
Daer ah, nmaka Komandan M| iter Penguasa Darurat Mliter Daerah/
Penguasa perang Daerah itu tetap nenjal ankan peri nt ah-perintah
dan pet unj uk-petunjuk dari Komandan M Iliter atasannya, kecuali
apabila Penguasa Darurat MIliter Pusat/Penguasa Perang Pusat
nmenent ukan | ai n.

(5) Penguasa Dar ur at Si pil Pusat / Penguasa Dar ur at Mliter

Pusat/ Penguasa Perang Pusat dapat nencabut sebagian dari
kekuasaan Yang diberikan oleh Peraturan ini kepada Penguasa
Darurat Sipil Daerah/Penguasa Darurat M iter Daerah/Penguasa
Per ang Daer ah.

(6) Véwenang-wewenang yang oleh Peraturan ini diberikan kepada

seorang Penguasa dalam rangka keadaan bahaya, tidak boleh
di | i npahkan kepada pi hak | ain.

BAB 11



TENTANG KEADAAN DARURAT S| PI L.
Pasal 8.

(1) Sel ama keadaan darurat sipil berlangsung, ketentuan- ketentuan
dalam Bab ini berlaku untuk wlayah atau sebagian w |ayah
Negara Republik Indonesia yang dinyatakan dalam keadaan
darurat sipil.

(2) Apabil a keadaan darurat sipil dihapuskan dengan tidak disusul
dengan pernyataan keadaan darurat mliter atau keadaan perang,
maka pada saat penghapusan itu, peraturan-peraturan yang tel ah
di kel uarkan dan tindakan-tindakan yang telah dianbil oleh
Penguasa Darurat Sipil tidak berlaku lagi, kecuali yang
t er sebut dal am ayat (3).

(3) Apabil a di pandangnya perlu, Kepala Daerah yang bersangkutan
dapat nenpertahankan untuk daerahnya seluruh atau sebagi an
dari peraturan- peraturan/tindakan-ti ndakan Penguasa Dar ur at
Daer ah, dengan ketentuan bahwa peraturan- peraturan/tindakan-
ti ndakan yang dipertahankan itu dapat berlaku terus selana-
| amanya enpat bul an sesudah penghapusan keadaan darurat sipil.

(4) Dal am hal sel ur uh at au sebagi an dari per at ur an-
per at ur an/ ti ndakan-ti ndakan Penguasa Darurat Sipil Daerah
di pertahankan nenurut ayat (3) di atas, mnmeka tugas dan
wewenang Penguasa Darurat Sipil Daerah yang ber hubungan dengan
peraturan- peraturan/tindakan-tindakan itu disel enggarakan

oleh Kepala Daerah yang nenpertahankannya, kecuali jika
ditetapkan lain oleh Presiden/Panglinma Tertinggi Angkatan
Per ang.

(5)Dalam hal sesuatu peraturan/tindakan di pertahankan sebaga
di mksud dalam ayat (3) pasal ini, nmaka |enbaga-I|enbaga,
badan-badan dan lain sebagainya yang terbentuk Kkarena
peraturan/tindakan tersebut tetap nenpunyai kedudukan dan
tugas seperti senul a.

(6) Apabil a keadaan darurat sipil diganti dengan keadaan darurat
mliter atau keadaan perang, naka peraturan-peraturan dan
ti ndakan-ti ndakan dari Penguasa Darurat MIliter atau Penguasa
per ang.

Pasal 9.

(1) Peraturan-peraturan Penguasa Darurat Sipil berlaku nulai saat
pengundangannya, kecuali apabila ditentukan waktu yang lain
untuk itu. Pengunuman yang sel uas-luasnya dil akukan menur ut
cara yang ditentukan ol en Penguasa Darurat Sipil.

(2) Ketentuan dalam pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum
Pidana tidak berlaku dalam hal peraturan-peraturan Penguasa
Darurat Sipil tidak berlaku |agi nenurut pasal 8, diubah atau
di cabut .



Pasal 10.

(1) Penguasa Darurat Sipil Daerah berhak nengadakan peraturan-
peraturan yang dianggap perlu untuk kepentingan Kketertiban
umum atau untuk kepentingan keamanan daerahnya, yang nenur ut
per undang- undangan pusat boleh diatur dengan peraturan yang
bukan perundang- undangan pusat .

(2) Penguasa Darurat Sipil Pusat berhak nengadakan segal a peraturan-
peraturan yang dianggap perlu untuk kepentingan ketertiban
umum dan untuk kepenti ngan keamanan

Pasal 11.

(1) Kecuali apabila Penguasa Darurat Sipil Daerah berdasarkan
ket ent uan- ket ent uan dal am Peraturan ini berhak nengatur suatu
soal dengan peraturan atau nenganbil tindakan-tindakan lain
yang di maksudkan ol eh ket entuan-ketentuan itu, maka peraturan-
per at ur an/ ti ndakan-ti ndakan tersebut tidak boleh bertentangan
dengan peraturan per undang-undangan pusat .

(2)Jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pusat,
maka peraturan-peraturan/tindakan-tindakan itu tidak berl aku.

Pasal 12.

(1) O daerah yang nenyat akan dal am keadaan darurat sipil, setiap
pegawai negeri wajib nmenberikan segala keterangan yang
di perlukan ol eh Penguasa Darurat Sipil, kecuali apabila ada
al asan yang sah untuk tidak nenberikan keterangan-keterangan
itu.

(2) Kewaj i ban menberikan keterangan ditiadakan, jika orang yang
ber sangkut an, isteri/suam nya atau kel uarganya dal am ket ur unan
lurus atau keluarganya sanpai cabang kedua, dapat dituntut
kar ena keterangan itu.

(3) Pej abat - pej abat yang di dalam nel akukan tugasnya menperol eh
ket er angan- ket erangan yang di naksud dalam ayat (1) pasal
ini,wajib nmer ahasi akan, kecual i apabil a per at ur an
per undangundangan pusat yang | ai n nmenent ukan sebal i knya.

Pasal 13.

Penguasa Darurat Sipil berhak nengadakan peraturan-peraturan
unt uk  nenbat asi pert unj ukan- pert unj ukan, per cet akan, pener bi t an,
pengununan, penyanpai an, penyi npanan, penyebaran, perdagangan dan
penenpel an tulisan-tulisan berupa apapun juga, | ukisan-I|ukisan,
kl i se-klise dan ganbar-ganbar .

Pasal 14.

(1) Penguasa Darurat Sipil berhak atau dapat-nenyuruh atas namanya



pej abat - pej abat polisi atau pejabat-pejabat pengusut | ainnya
atau nenggel edah tiap-tiap tenpat, sekalipun Dbertentangan
dengan kehendak yang nenpunyai atau yang nenenpati nya, dengan
nmenunj ukkan surat perintah umum atau surat perintah istinmewa.

(2) Pej abat yang nenmasuki, menyel i di ki atau yang nengadakan
penggel edahan tersebut di buat | aporan peneri ksaan dan
nmenyanpai kan kepada Penguasaha Darurat Sipil.

(3) Pej abat yang di maksudkan di atas berhak nmenbawa orang-orang |l ain
dal am nel akukan tugasnya. Hal ini disebutkan dalam surat
| aporan tersebut.

Pasal 15.

(1) Penguasa Darurat Sipil berhak akan dapat nenyuruh neneri ksa dan
nmensita senua barang yang diduga atau akan dipakai untuk
nmengganggu keamanan serta nenbatasi atau nelarang penakai an
barang itu.

(2) Pej abat yang nel akukan pensitaan tersebut di atas harus nenbuat
| aporan pensitaan dan nenyanpai kannya kepada Penguasa Dar ur at
Sipil dalamwaktu tiga kali dua pul uh enpat jam

(3) Terhadap tiap-tiap pensitaan, penbatasan atau |arangan, naka
yang bersangkutan dapat nengaj ukan keberatan kepada Penguasa
Darurat Sipil.

Pasal 16.

Penguasa Darurat Sipil berhak nenganbil atau nenmakai barang-
bar ang di nas unum

Pasal 17.
Penguasa Darurat Sipil berhak:

1. menget ahui, senua berita-berita serta percakapan-percakapan yang
di percakapkan kepada kantor tilpon atau kantor radio, pun
nmel arang atau nenutuskan pengiriman berita-berita atau
per cakapan- per cakapan dengan perantaraan tilpon atau radio.

2. menbatasi atau nelarang penakai an kode-kode, tulisan rahasi a,
per cet akan rahasia, tulisan steno, ganbar-ganbar,tanda-tanda,
j uga penakai an bahasa-bahasa |ain dari pada bahasa | ndonesi a;

3. nenet apkan peraturan-peraturan yang nenbatasi atau nelarang
permakai an al at - al at t el ekonmuni kasi sepertinya tilpon
tilgrap, pemancar radio dan alat-alat lainnya yang ada
hubungannya dengan penyiaran radio dan yang dapat dipakai
untuk  nencapai r akyat banyak, pun juga nensita atau
nmenghancur kan per| engkapan- perl engkapan tersebut.

Pasal 18.

(1) Penguasa Darurat Sipil berhak mengadakan ketentuan bahwa unt uk



nmengadakan rapat-rapat unmum pertenuan-pertenuan unmum dan
arak-arakan harus dimnta-idzin terlebih dahulu. Idzin ini
ol eh Penguasa Darurat Sipil diberikan penuh atau bersyarat
Yang di maksud dengan rapat-rapat unum dan pertenuan-pertenuan
umum adal ah rapat-rapat dan pertenuan-pertenmuan unmum yang
dapat di kunj ungi ol eh rakyat unum

(2) Penguasa Darurat Sipil berhak nenbatasi atau nel arang nemasuki
atau nenakai gedung- gedung, tenpat-tenpat Kkediaman atau
| apangan- | apangan unt uk beberapa waktu yang tertentu.

(3) Ket ent uan- ket entuan. dalam ayat (1) dan (2) pasal ini tidak
berl aku untuk peribadatan, pengajian, upacara-upacara agana
dan adat dan rapat-rapat Penerintah.

Pasal 109.

Penguasa Darurat Sipil berhak nenbatasi orang berada di |uar
r umah.

Pasal 20.

Penguasa Darurat Sipil berhak mneneriksa badan dan pakai an
tiap-tiap orang yang dicurigai serta nenyuruh neneriksanya ol eh
pej abat - pej abat Pol i si atau pejabat - pej abat pengusut | ain.

Pasal 21.

Unt uk pel aksanaan peraturan-peraturan dan tindakan-ti ndakan
Penguasa Darurat Sipil, anggauta-anggauta Kepolisian, badan- badan
pencegah bahaya udara, di nas penadam kebakaran dan di nas-di nas at au
badan- badan keamanan | ai nnya ada di bawah perintah Penguasa Dar ur at
Sipil.

BAB |11
TENTANG KEADAAN DARURAT M LI TER

Pasal 22.

(1) Sel ama keadaan darurat mliter berlangsung, ketentuan- ketentuan
dal am Bab ini berlaku untuk seluruh atau sebagian wlayah
Negara Republik Indonesia yang dinyatakan dalam keadaan
darurat mliter.

(2) Apabila keadaan darurat mliter dihapuskan dan tidak disusul
dengan pernyataan keadaan perang, naka pada saat penghapusan
itu per at ur an- per at ur an/ ti ndakan-t i ndakan dar i Penguasa
Darurat Mliter tidak berlaku lagi, kecuali yang tersebut
dal am ayat (3) pasal ini.

(3) Apabi | a di pandangnya perlu, Kepal a Daerah/Penguasa Darurat S pi
Daerah yang bersangkut an dapat nenpertahankan untuk daerahnya
seluruh atau sebagian peraturan-peraturan/tindakan-ti ndakan
Penguasa Darurat Mliter Daerah, dengan ketentuan bahwa



per at ur an- per at uran/ ti ndakan-ti ndakan yang di pertahankan itu
dapat berlaku terus selana-lamanya enam bulan sesudah
penghapusan keadaan darurat mliter.

(4) Dal am hal sel uruh at au sebagi an dar i per at ur an-
per at ur an/ ti ndakan-ti ndakan Penguasa Darurat MIliter Daerah
di pertahankan nenurut ayat (3) di atas, mnmeka tugas dan
wewenang Penguasa Darurat Mliter Daerah yang berhubungan
dengan per at ur an- per at ur an/ ti ndakan-ti ndakan itu
di sel enggar akan ol eh Kepala Daerah/ Penguasa Darurat Sipi
Daerah yang nenpertahankannya, kecuali jika ditetapkan lain
ol eh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang.

(5) Dal am hal sesuatu peraturan/tindakan dipertahankan sebagai yang
di mksud dalam ayat (3) pasal ini, naka |enbaga- |enbaga,
badan-badan dan lain-lain sebagainya yang terbentuk karena
peraturan/tindakan tersebut tetap nenpunyai kedudukan dan
tugas seperti senul a.

(6) Apabil a keadaan darurat mliter diganti dengan keadaan perang,
maka  perat uran-peraturan/ti ndakan-ti ndakan dari Penguasa
Darurat Mliter tetap berlaku sebagai peraturan-peraturan dan
ti ndakan-ti ndakan dari Penguasa Perang.

Pasal 23.

Dengan tidak nengurangi ketentuan-ketentuan dalam Bab ini,
maka ket entuan-ketentuan dal am pasal 9 dan beri kutnya dari Bab 11
ber| aku juga dal am keadaan m liter, dengan ketentuan bahwa:

a. dal am pasal - pasal tersebut perkataan "Penguasa Darurat Sipil"
di baca "Penguasa Darurat Mliter" dan perkataan "keadaan
darurat sipil" dibaca "keadaan darurat mliter";

b.dalam ayat (2) pasal 9 perkataan "nenurut pasal 8" dibaca
"menurut pasal 22",

c.dal am pasal 12 perkataan "setiap pegawai negeri" dibaca senua
orang".

Pasal 24.

(1) Penguasa Darurat Mliter berhak nenganbil kekuasaan- kekuasaan
yang nengenai keterti ban dan keamanan unum

(2) Badan- badan Penerintahan sipil serta pegawai - pegawai dan orang-
orang yang diperbantukan kepadanya wajib tunduk kepada
perintah-perintah Penguasa Darurat MIliter kecuali badan atau
pegawai /orang yang diperbantukan yang di bebaskan dari
kewaj i ban itu ol eh Presiden.

Pasal 25.
Penguasa Darurat MIiter berhak:

1. nmengatur, nenbatasi atau nelarang sanma sekali dengan peraturan



tentang penbi ki nan, pemasukan dan pengel uaran, pengangkutan
penmegangan, penakai an dan perdangangan senjata api, obat
pel edak, nesiu, barang-barang yang dapat nel edak dan barang-
bar ang pel edak;

2. menguasai per | engkapan- per| engkapan pos dan al at - al at
t el ekonuni kasi sepertinya tilpon, tilgrap, pemancar radi o dan
al at-al at | ainnya yang ada hubungannya dengan penyi aran radio
dan yang dapat di pakai untuk nencapai rakyat banyak;

3. menbatasi atau nelarang sanma sekali dengan peraturan-peraturan
unt uk nengubah | apangan-| apangan dan benda-benda di |apangan
itu;

4. menut up untuk beberapa waktu yang tertentu gedung-gedung tenpat
per t unj ukan- pert unj ukan, bal ai-balai pertenuan, rumah-rumah
makan, warung-warung dan tenpat-tenpat hiburan |ainnya, pun
juga pabrik-pabrik, bengkel-bengkel, toko-toko dan gedung-
gedung | ai nnya;

5.nmengatur, menbatasi atau nelarang pengeluaran dan penmasukkan
bar ang- barang dari dan ke daerah yang di nyat akan dal am keadaan
darurat mliter;

6. mengatur, menbatasi atau nelarang peredaran, penbagian dan
pengangkut an bar ang- barang dal am daerah yang di nyatakan dal am
keadaan darurat mliter;

7.mengatur, nenbatasi atau nelarang lalu-lintas di darat, di udara
dan di perairan serta penangkapan i kan.

Pasal 26.

Penguasa Darurat M liter berhak nengadakan tindakan-ti ndakan
unt uk nenbatasi pertunjukan-pertunj ukan, pencetakan, penerbitan,
pengununmam penyanpai an, penyi npanan, penyebaran, perdagangan dan
penenpel an tulisan-tulisan berupa apapun juga, | ukisan-I|ukisan,
kl i se-klise dan ganbar-ganbar .

Pasal 27.
Penguasa Darurat MIiter berhak:

1. menyuruh nenahan atau nensita senua surat-surat dan kiriman-
kiriman | ain yang di percayakan kepada jawat an pos atau | awat an
pengangkutan lain serta wesel-wesel dan kw tansi-kw tans
bersama jum ah uang yang distor dan dipungut itu, lagi pula
menbuka, nelihat, neneriksa, nenghancurkan atau nengubah i si
dan nenbuat supaya tidak dapat dibaca lagi surat-surat atau
kiriman-kirimn itu;

2. mengetahui surat-surat kawat yang dipercayakan kepada kantor
kawat, juga nenahan, nensita, nenghancurkan atau mengubah i si
dan nel arang untuk neneruskan atau nenyanpai kan surat -sur at
kawat it u.

Pasal 28.
(1) Penguasa Darurat Mliter berhak nel arang orang bertenpat tinggal

dal am suatu daerah atau sebagi an suatu daerah yang tertentu
sel ama keadaan, darurat mliter, jikalau setelah diperiksa



ol eh pejabat pengusut ternyata ada cukup alasan untuk
menganggap orang itu berbahaya untuk daerah tersebut; serta ia
ber hak pul a nengel uarkan orang itu dari tenpat tersebut.

(2) Kepada orang yang di perlukan nmenurut ayat (1) pasal ini beserta
nmer eka yang di bawah tanggungannya dapat diberikan tunjangan
penghi dupan yang | ayak.

Apabila orang yang diperlakukan nenurut ayat (1) itu tidak
menpunyai runmah kedi aman Penguasa Darurat M liter nenberikan
tenpat tinggal, peneliharaan dan perawatan atas tanggungan
Negar a.

Pasal 29.

Penguasa Darurat Mliter berhak untuk nelarang orang yang
berada dal am daerah penguasa tersebut neninggal kan daerah itu,
apabila orang tersebut dipandangnya sangat diperlukan, baik untuk
keamanan umum at au pertahanan nmaupun untuk kepenti ngan perusahaan-
per usahaan yang amat di perl ukan guna nenegakkan ekonom Negar a.

Pasal 30.

Penguasa Darurat MIliter berhak mengel uarkan perintah kepada
orang-orang yang ada di daerah yang dinyatakan dalam keadaan
dar ur at mliter untuk  nenj al ankan  kewajiban bekerja guna
pel aksanaan peraturan-peraturannya atau guna nelakukan pekerjaan
| ai nnya unt uk kepentingan keamanan dan pertahan.

Pasal 31.

Penguasa Darurat MIliter Pusat berhak nengadakan militerisas
terhadap suatu jawatan/perusahaan/ perkebunan atau sebagian dari
pada itu atau suatu jabat an.

Pasal 32.

(1) Penguasa Darurat MIliter berhak nenangkap orang dan nenahannya
sel ama-l amanya dua puluh hari. Tiap-tiap penahanan yang
di | akukan ol eh Penguasa Darurat Mliter Daerah  harus
di | apor kan kepada Penguasa Darurat MIliter Pusat dal am waktu
enpat bel as hari .

(2) Dal am waktu sepul uh kali dua pul uh enpat jam orang yang ditahan
harus sudah diperiksa dan hasil peneriksaan dil aporkan kepada
Penguasa Darurat Mliter Pusat. Dari peneriksaan itu harus
di buat berita acara.

(3) Apabi | a dal am dua pul uh hari peneri ksaan bel um dapat sel esai dan
penahanan masih perlu diteruskan, mnmaka atas persetujuan
Penguasa Darurat Mliter Pusat orang tersebut dapat ditahan
terus sanpai sel ama-lamanya |inma pul uh hari.

(4) Ti ap penangkapan dan penahanan di | akukan dengan surat perintabh.



Pasal 33.

Penguasa Darurat Mliter berhak nenyinpang dari Kketentuan-

ket ent uan dal am "De H nder-ordonnantie". "Het Stoonreglenent”, "Het
Vei | i ghei dsregl enent s". " Het Reeden- . r egl enment 1925", "De
Schepenor donnant i e 1935", "DeLucht vaart quar ant ai neor donnanti e",
"Pet r ol eunopsl agor donnanti e", "De  Loodsdi enst ordonnantie", "De
Rei sregel i ng 1918-1924" seperti diubah dan ditanbah ol eh "Herziene
Rei sregeling 1933", "Het Toelatings- besluit", Undang- undang
Pengawasan Orang Asing, "Reis-en "Verblijftoezichtsordonnantie",

dan "Toel at i ngsordonnanti e".
Pasal 34.

(1) Peraturan-peraturan dari Penerintah Daerah Pejabat- pajabat
Daerah dan Instansi-instansi Daerah lain tidak Dboleh
di kel uarkan dan di unmunkan, jika tidak nenperol eh persetujuan
| ebih dahulu dari Penguasa Darurat Mliter Daerah yang
ber sangkut an.

(2) Kepada Penguasa Darurat MIliter Daerah dapat diberi kekuasaan
penuh atau kekuasaan bersyarat oleh Presiden untuk nengatur
hal -hal yang harus diatur oleh perundang-undangan pusat,
kecual i hal -hal yang harus di atur dengan Undang- undang.

BAB |V
TENTANG KEADAAN PERANG

Pasal 35.

(1) Sel ama keadaan perang berl angsung, ketentuan-ketentuan dal am Bab
ini  berlaku wuntuk seluruh atau sebagian wlayah Negara
Republ i k 1 ndonesi a yang di nyat akan dal am keadaan per ang.

(2) Apabil a keadaan perang di hapuskan, maka pada saat penghapusan
itu peraturan-peraturan/tindakan-tindakan dari Penguasa Perang
tidak berlaku lagi, kecuali yang tersebut dalam ayat (3) pasal
ini.

(3) Apabi | a di pandangnya perlu, Kepal a Daerah/Penguasa Darurat S pi
Daer ah/ Penguasa Darurat M liter Daerah yang ber sangkutan dapat
nmenper t ahankan unt uk daerahnya  sel uruh atau sebagi an
per at ur an- per at ur an/ ti ndakan-ti ndakan Penguasa Perang Daer ah,
dengan ketentuan bahwa peraturan-peraturan/tindakan-ti ndakan
yang di pertahankan itu dapat berlaku terus sel ama-| ananya enam
bul an sesudah penghapusan keadaan perang.

(4) Dal am hal sel ur uh at au sebagi an dari per at ur an-
per at ur an/ t i ndakan-ti ndakan Penguasa Per ang Daer ah
di pertahankan nenurut ayat (3) di atas, mnmeka tugas dan
wewenang Penguasa Perang Daerah yang berhubungan dengan
per at ur an- peraturan/ ti ndakan- tindakan itu disel enggarakan
ol eh Kepala Daerah/Penguasa Darurat Sipil Daerah/Penguasa
Darurat MIliter Daerah yang nenpertahankannya, kecuali jika



ditetapkan lain oleh Presiden/Panglinma Tertinggi Angkatan
Per ang.

(5) Dal am hal sesuatu peraturan/tindakan dipertahankan sebagai yang
di mksud dalam ayat (3) pasal ini, naka |enbaga- |enbaga,
badan-badan dan |ain sebagainya yang terbentuk karena
peraturan/tindakan tersebut tetap nenpunyai kedudukan dan
tugas seperti semul a.

Pasal 36.

Dengan tidak nengurangi ketentuan-ketentuan dalam Bab ini,
maka ket entuan-ketentuan dal am pasal 9 dan beri kutnya dari Bab 11
serta ketentuan-ketentuan dalam pasal 24 dan berikutnya dari Bab
Il berlaku juga dal am keadaan perang, dengan ket entuan bahwa:

a. dal am pasal - pasal tersebut perkataan "Penguasa Darurat Sipil" dan
"Penguasa Darurat Mliter" dibaca "Penguasa Perang”, serta
per kataan "keadaan darurat sipil" dan "keadaan darurat

mliter" di baca "keadaan perang"”;

b.dalam ayat (2) pasal 9 perkataan "nenurut pasal 8" dibaca
"menurut pasal 35";

c.dal am pasal 12 perkataan "setiap pegawai negeri" dibaca "senua
orang".

Pasal 37.

(1) Penguasa Perang berhak nenganbil atau nenmakai barang- barang
semacam apapun juga |angsung untuk kepentingan keanmanan atau
per t ahanan.

(2) Dal am penganbilan untuk dimliki, maka hak mlik segera
ber pi ndah kepada Negara, bebas dari pada segala tanggungan
hak-hak atas barang-barang itu.

(3)Salinan surat Kkeputusan tentang penetapan penganbilan untuk
dimliki yang nmengenai barang-barang tidak bergerak dan kapal -
kapal yang nenpunyai surat bukti resm, disanpaikan kepada
yang berwajib yang harus nmem ndahkan hak mlik tersebut
menurut peraturan-peraturan yang berlaku. Jikalau barang-
barang itu tidak nenpunyai surat umum asli, maka penetapan
penganbilan untuk dimliki itu diberitahukan kepada Asisten
Wdana (Camat) atau pegawai negeri yang sederajat dengan
Asi sten Wedana (Canmat) di daerah dinmana barang-barang itu
ber ada.

(4) Kel anj ut an nengenai hak mlik tersebut ditetapkan ol eh Presiden
Pasal 38.
(1) Penguasa Perang berhak sewaktu-waktu nenerintahkan penyerahan

bar ang- barang yang akan dianbil wuntuk dimliki atau dipakai
guna kepentingan keanmanan atau pertahanan.



(2) Mereka yang ditunjuk untuk nel aksanakan perintah tersebut dal am
ayat (1) pasal ini, berhak sewaktu-waktu masuk dengan bebas
kesemua tenpat, juga kedalam rumah-rumah dinmana di sangka
bar ang- barang itu berada.

Pasal 39.

(1) Dal am hal dil akukan penganbilan sesuatu barang untuk dipakai
atau dimliki guna kepentingan keamanan atau pertahanan, naka
Penguasa Per ang ber hak nemeri nt ahkan kepada pej abat atau orang
lain yang ada di daerah yang di nyat akan dal am keadaan perang,
unt uk nenberi tenaga guna keperl uan pengganbi |l an dan penakai an
bar ang- barang tersebut.

(2) Dal am pengertian penganbilan untuk dimliki atau penganbil an
untuk dipakai, tidak termasuk penghancuran atau perusakan
bar ang- barang, bai k untuk sebagi an nmaupun sel uruhnya, guna
kepenti ngan siasat pertahanan Negar a.

Pasal 40.
Penguasa Perang ber hak:
1. nel ar ang pert unj ukan- pert unj ukan, pencet akan, pener bi t an,
pengununman, penyanpai an, penyebar an, per dagangan dan
penenpelan tulisan-tulisan berupa apapun juga, | ukisan-

| uki san, klise-klise dan ganbar-ganbar ;
2. menut up percet akan.

Pasal 41.
Penguasa Perang ber hak:
1. memanggil orang warga-negara bukan mliter, yang bertenpat
tinggal di wlayah Negara Republik Indonesia, untuk bekerja
pada Angkatan Perang Republik Indonesia dan dimnta

pertol ongan serta bantuan untuk nenjaga keamanan atau i kut
serta dal am pertahanan, maupun untuk nenjal ankan pekerjaan-
pekerjaan mliter yang dapat dil akukan ol ehnya;

Per at ur an- perat uran Hukum Pi dana Tentara dan D siplin Tentara, pun
Per at ur an- peraturan tentang Acara Peradilan Tentara, berlaku

untuk dia dari sejak ia dipanggil; apabila panggilan tersebut
tidak di penuhi, tanpa al asan yang sah atau masuk akal, naka
per buat an orang yang di panggi|l itu adal ah desersi;

2. mencegah jangan sanpai orang dengan sengaja nelalaikan atau
nmenol ak mnel akukan pekerj aan-pekerjaan yang tel ah di sanggupi nya
atau yang harus dipenuhinya oleh karena jabatannya apabila
menurut pertinbangan Penguasa Perang hal itu nengaki batkan
atau dapat diperhitungkan akan nengaki batkan kerugian pada
pertahanan Negara, kerugian pada ketertiban unum atau pada
kehi dupan ekonom masyarakat, dengan tidak nmenutup kemungki nan
akan penyel esai an perseli si han-perseli si han per buruhan nmenur ut
Undang- undang yang berlaku; apabila diadakan |arangan yang
dem ki an, maka dengan jelas harus ditunjuk perubahan,



per kebunan, pabrik, bengkel atau tenpat dinmana atau untuk
maksud apa pekerjaan-pekerjaan itu harus dil akukan;
3. mener i nt ahkan, bersama-sanma dengan |arangan tersebut di atas,

kepada majikan untuk menganbi l t i ndakan-tindakan yang
di pandang | ayak bagi kepentingan buruh yang bekerja padanya.
Pasal 42.

Penguasa Per ang Daer ah berhak nengadakan mliterisasi terhadap
suatu j awat an/ per usahaan/ per kebunan atau sebagi an dari padanya itu
atau suatu jabatan yang ada di daerahnya.

Pasal 43.

(1) Penguasa Perang berhak dengan surat keputusan nenunjuk bagi
orang terhadap siapa terdapat petunjuk-petunjuk bahwa ia akan
nmengganggu keamanan, suatu tenpat tertentu sebagai tenpat
ber di am unt uk senent ara dan nenbawanya kesit u;

(2)Salinan surat keputusan dan berita acara peneriksaan yang
ber sangkutan dalam waktu enpatbelas hari harus dikirinkan
kepada Presiden dan kepada orang itu sendiri.

(3) Terhadap perl akuan tersebut dapat diajukan keberatan ol eh orang
yang bersangkutan kepada Presi den yang dal am hal ini nenganbi
put usan set el ah nendengar pendapat Jaksa Agung.

(4)Jika suatu tenpat ditetapkan sebagai tenpat berdi am naka orang-
orang yang bersangkut an dapat ditenpatkan di bawah pengawasan
istimewa dan nereka harus tunduk kepada peraturan-peraturan
dari pejabat yang ditetapkan ol eh Penguasa Perang berdasarkan
pet unj uk- petunj uk dari Penguasa tersebut.

(5) Tenpat -t enpat yang ditunjuk sebagai tenpat berdi am berdasarkan
ayat (1) pasal ini ada di bawah pengurusan Departenen
Kehaki man.

(6) Peraturan Penerintah nengatur hal-hal nengenai peneliharaan
bar ang- barang kepunyaan orang yang di per| akukan nenurut pasal
ini dan juga nengenai kepentingan-kepentingan l|ain yang
bertal i an dengan perl akuan termnmaksud.

(7)Tiap-tiap bulan Penguasa Perang Daerah harus nenyanpai kan
| aporan kepada Presiden nengenai apa sebab sesuatu perlakuan
menurut pasal ini dilanjutkan.

Pasal 44.

(1) Pengusaha Perang berhak, dengan nenyinpang dari Kketentuan-
ket ent uan dal am per at uran per undang- undangan pusat, nengadakan

peraturan atau menganbil tindakan yang bagai manapun juga
si fat nya, selain dari pada yang diperbol ehkan nenur ut
ket ent uan- ket entuan dalam Bab |1, Bab 11l dan Bab |V Peraturan

ini, apabila hal itu dianggapnya perlu karena keadaan yang
nmenbahayakan kesel amat an Negara yang sangat nendesak pada saat



itu.

(2) Dal am hal Penguasa Perang Daerah nengadakan,/nmenganbil suatu
per at ur an/ ti ndakan berdasarkan ayat (1) pasal ini, maka ia
dengan secepat nmungki n nmenberitahukan hal itu kepada Presiden.

Pasal 45.

(1) Dengan nenper |l uas ketentuan seperti tersebut dal am Kitab Undang-
undang Hukum Perdata (B.W) pasal 948 ayat kedua maka pada
tenpat-tenpat di nmana dal am |ingkungan enam kil oneter tidak
terdapat seseorang yang berhak untuk nelakukan pekerjaan
notaris, atau tidak dapat dimnta pertol ongan dari Departenen
dari orang-orang yang berhak nel akukan pekerjaan notaris itu
karena terputusnya lalu-lintas atau karena orang-orang itu
tidak ada, tidak senpat atau berhal angan, naka kehendak yang
terakhir dapat dinyatakan dan dibuat di hadapan tiap-tiap
pej abat unum atau tiap-tiap perw ra Angkatan Perang, dengan
di saksi kan ol eh dua orang.

(2) Terhadap kehendak terakhir dinmaksud dalam ayat (1) pasal ini
di pergunakan sebagai pedoman ket entuan-ketentuan dal am pasal -
pasal 949, 950, ayat kedua dan 953 Kitab Undang-undang Hukum
Per dat a.

(3)D tenpat-tenmpat yang dinmaksud ayat (1) pasal ini dapat juga
di buat kehendak terakhir dengan surat akte di bawah tangan,
asal saja surat ini seluruhnya ditulis, diberi tanggal dan
di t andat angani ol eh yang neni nggal kan wari s.

(4) Terhadap kehendak terakhir dinmaksud dalam ayat (3) pasal ini
di pergunakan sebagai pedonman ket entuan-ketentuan dal am pasal -
pasal 952 dan 953 Kitab Undang-undang Hukum Per dat a.

BAB V
TENTANG KETENTUAN- KETENTUAN UNTWK MENEGAKKAN DAN
MENGATUR AKI BAT DARI PELAKSANAAN KEKUASAAN
SERTA KETENTUAN- KETENTUAN Pl DANA.

Pasal 46.

(1) Penguasa Darurat Sipil/Penguasa Darurat Miter/Penguasa Perang
ber hak, apabila perlu dengan nenakai kekerasan neni adakan,
mencegah, nenjal ankan atau nengenbal i kan dal am keadaan semnul a
segala sesuatu yang sedang atau yang telah dibuat atau
di adakan, dilakukan, diabai kan, dirusakkan atau dianbil
bertent angan dengan Peraturan ini atau peraturan-peraturan
atau perintah-perintah yang di kel uarkan ol eh Penguasa Dar ur at
Sipil/Penguasa Darurat MIliter Penguasa Perang berdasarkan
Per at uran i ni

(2) Bi aya tindakan yang di anbi|l ol eh Penguasa Darurat Sipil/Penguasa
Darurat Miter/Penguasa Perang berdasarkan hak tersebut dal am
ayat (1) pasal ini ditanggung ol eh si pel anggar.



Biaya i ni dapat ditagi h dengan surat paksaan yang sana kekuatannya
dan sama cara nenjal ankannya seperti suatu salinan resm dari
suatu keputusan haki m dal am perkara perdata yang tidak dapat
di ubah | agi .

(3) Kecual i dal am hal -hal yang menerl ukan penyel esai an dengan segera
maka ti ndakan-ti ndakan Penguasa Darurat Sipil/Penguasa Dar ur at
Mliter/Penguasa Perang berdasarkan hak tersebut dalam ayat
(1) pasal ini, baru boleh dianbil setelah dengan tulisan yang
ber sangkut an di berit ahu.

Pasal 47.

(1) Bar ang- si apa nmel anggar per at ur an dari Penguasa  Darur at
Sipil/Penguasa Darurat Mliter/Penguasa Perang berdasarkan
Peraturan ini, di hukum dengan hukuman kurungan sel anma-| ananya
senbilan bulan atau denda setinggi-tingginya dua puluh ribu
rupi ah, apabila tindak pidana itu tidak di ancam dengan hukuman
yang | ebi h berat dal am at au berdasarkan Peraturan ini.

(2) Sel ain dari pada hukuman yang tersebut dal am ayat (1) pasal ini,

dapat diranpas:

a. barang-barang yang di gunakan dal am tindak pidana yang di nmaksud
dal am ayat (1) pasal ini;

b. barang-barang yang nenurut putusan hakim harus di pandang sana
kedudukannya, seluruhnya atau sebagian, dengan barang-
barang yang di maksud dal am ayat (2) sub a pasal ini;

c. barang-barang yang di peroleh dari tindakan yang di maksud dal am
ayat (1) pasal ini atau barang-barang yang di pakai dal am
nmel akukan tindak pidana tersebut.

(3) Peranpasan barang- barang yang di naksud dal am ayat (2) pasal ini
di | akukan juga terhadap barang-barang yang bukan kepunyaan
t er hukum

Pasal 48.

Bar angsi apa  nel anggar peraturan dari Penguasa  Dar ur at
Si pi |/ Penguasa Darurat Mliter/Penguasa Perang berdasarkan pasal -
pasal 13, 16, 18 ayat (1), 25 angka 1, 3, 5, 6 dan 7, 26, 30, 40
angka 1, 37 ayat (1), 38 ayat (1), 39 ayat (1), 41 angka 2 dan 3
Peraturan ini, di hukum dengan hukuman kurungan sel ama-| amanya satu
tahun atau denda setinggi-tingginya |ima puluh ribu rupiah.

Pasal 409.

Bar angsiapa tidak nenuruti perintah dari Penguasa Darurat.
Si pi |/ Penguasa Darurat Mliter/Penguasa Perang, dihukum dengan
hukuman kurungan sel ama-1amanya satu tahun atau denda setinggi-
tingginya lima puluh ribu rupiah, apabila tindak pidana itu tidak
di ancam dengan hukuman yang |ebih berat dalam atau berdasarkan
Per at uran i ni

Pasal 50.



Bar angsi apa nenol ak atau dengan sengaja nelalaikan untuk
menenuhi kewaj i ban yang ternmaktub dal am pasal 12 ayat (1), di hukum
dengan hukuman penjara selama-lamanya |ima tahun atau denda
setinggi-tingginya |lima puluh ribu rupiah.

Pasal 51.

Anggaut a- anggauta badan penerintahan sipil atau pegawai -
pegawai sipil yang nenolak atau dengan sengaja nelal ai kan untuk
nmenmenuhi  kewaj i ban-kewaj i ban yang termaktub dalam pasal - pasal 12
ayat (1), 21 dan 24 ayat (2) Peraturan ini, di hukum dengan hukuman
penj ara sel ama-| amanya |i ma tahun.

Pasal 52.

Bar angsi apa tidak nenaati suatu syarat yang ditentukan ol eh
Penguasa Darurat Sipil/Penguasa Darurat MIliter/Penguasa Perang
ber hubung dengan penbebasan terhadap peraturan yang diberikan ol eh
Penguasa tersebut, di hukum dengan hukuman kurungan sel ana-| amanya
senbi | an bul an atau denda setinggi-tinggi nya dua pul uh ribu rupiah,
apabil a tindakan pidana itu tidak di ancam dengan hukuman yang | ebi h
ber at dal am at au ber dasar kan Peraturan ini.

Pasal 53.

Barangsiapa tidak nenuruti perintah dari Penguasa Darur at
Sipil/Penguasa Darurat Mliter/Penguasa Perang yang diberikan
ber dasarkan pasal 28 ayat (1), dihukum dengan hukuman penjara
sel ama- | amanya | i ma tahun.

Pasal 54.

Apabi | a kejahatan yang di maksud dal am pasal - pasal 211, 212,
213, 214, 216, 217, 218, dan 219 Kitab Undang-undang Hukum Pi dana
di | akukan dal am daerah yang dinyatakan dal am keadaan bahaya, maka
hukuman- hukuman tersebut dal am pasal -pasal itu dijadi kan dua kali
lipat.

Pasal 55.

Selain dari pejabat-pejabat pengusut yang tersebut dalam
per at ur an- peraturan tentang Hukum Acara Pidana, Penguasa Darur at
Sipil, Penguasa Darurat Mliter atau Penguasa Perang dapat
mengangkat serta nenyunpah orang untuk bertindak sebagai pengusut
nmengenai kej ahatan atau pel anggaran yang di ancam dengan hukuman
menurut Peraturan ini

Pasal 56.

Apabila tanggung-jawab atas tindak pidana nenurut atau
ber dasarkan Peraturan ini ada pada suatu badan hukum maka tuntutan
hukum dapat dil akukan dan hukuman dapat dijatuhkan terhadap
anggaut u- anggaut a pengur usnya.



Pasal 57.

(1) Pej abat - pej abat Penguasa Darurat Sipil Penguasa Dar ur at
Mliter/Penguasa Perang yang nenyal ah-gunakan wewenang yang
di beri kan kepal anya ol eh Peraturan ini, di hukum dengan hukuman
penj ara setinggi-tingginya |inma tahun.

(2) Ketentuan dalam ayat (1) pasal ini tidak berlaku, apabila
per buat an penyal ah-gunaan ternmaksud nerupakan tindak pidana
yang telah diatur dan di ancam dengan hukuman yang | ebi h ber at
dal am Undang- undang | ai n.

Pasal 58.

Ti ndak pidana nenurut atau berdasarkan Peraturan ini adal ah
pel anggar an, kecuali tindak pidana nenurut pasal-pasal 50, 51, 53
dan 57, yang di anggap sebagai kej ahatan

Pasal 59.

Apabi l a terpaksa, maka dalam daerah yang dinyatakan dal am
keadaan bahaya, tiap-tiap penahanan, baik yang dil akukan
berdasarkan Peraturan ini rmaupun yang berdasarkan peraturan-
peraturan lain, dapat dilakukan di tenpat yang ditunjuk ol eh
Penguasa Darurat Sipil, Penguasa Darurat MIliter atau Penguasa
Per ang.

Pasal 60.
Mereka yang dirugikan karena tindakan-tindakan berdasarkan

Peraturan ini yang ternyata tidak Dberal asan, berhak atas
pengganti an kerugi an.

BAB Vi
PARATURAN PERALI HAN
Pasal 61.
Segal a per at ur an- per at ur an/ ti ndakan-ti ndakan yang

di kel uarkan/ di ambi | nenurut atau berdasarkan Undang-undang Keadaan
Bahaya 1957 dan yang pada tanggal 16 Desenber 1959 nasih berl aku,
berlaku terus untuk selama-lamanya enam bulan |agi, dengan
ket ent uan, bahwa:

a. untuk daerah yang di nyat akan dal am keadaan perang/ keadaan dar ur at
m | iter/keadaan dar ur at sipil menur ut Per at ur an ini,
per at ur an- per at ur an/ ti ndakan-ti ndakan yang di kel uar kan/ di anbi
ol eh Dewan Menteri/Presiden/ Penguasa Perang Pusat Angkatan
Darat, Angkatan Laut atau Angkatan Udara, dianggap sebagai
per at ur an- per at ur an/ ti ndakan-ti ndakan Penguasa Daer ah/ Penguasa
Darurat Mliter Daerah/Penguasa Darurat Sipil Daerah menurut
Per at uran i ni



b. dal am daer ah yang di nyat akan dal am keadaan perang/ keadaan dar ur at
mliter/keadaan darurat sipil nmenurut Peraturan ini, mnaka
sel ama bel um di t unj uk Penguasa Per ang Daerah/ Penguasa Dar ur at
Mliter Daerah/Penguasa Darurat Sipil Daerah untuk daerah itu
menurut Peraturan ini, penguasaan keadaan perang/keadaan
darurat mliter/keadaan darurat sipil dilakukan ol eh Penguasa
Per ang Daer ah pada tanggal 16 Desenber 1959:

c.untuk daerah yang tidak dinyatakan dal am keadaan bahaya mnenur ut
Per at ur an ini, t ugas dan wewenang Dewan Menteri
Presi den/ Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat, Angkatan Laut
atau Angkatan Udara yang berhubungan dengan peraturan-
per at ur an/ t i ndakan-ti ndakan tersebut di sel enggarakan ol eh
Presiden, sedang tugas dan wewenang Penguasa Perang Daerah
yang ber hubungan dengan peraturan-peraturan/ti ndakan-ti ndakan
t er sebut di sel enggar akan ol eh Kepal a Daerah yang ber sangkut an

d. | enbaga-| enbaga, badan-badan dan |ain sebagai nya yang terbentuk
karena peraturan-peraturan/tindakan-tindakan tersebut tetap
nmenpuny ai kedudukan dan tugas seperti semul a  sanpai
di ubah/ di ganti

BAB VI
PERATURAN PENUTUP

Pasal 62.
Peraturan ini nmulai berlaku pada hari di undangkan.
Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya, nenerintahkan

pengundangan Peraturan ini dengan penenpatan dal am Lenbar an- Negara
Republ i k | ndonesi a.

Dt etapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desenber 1959.
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

ttd.
SCEKARNO
D undangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desenber 1959,
Menteri Mida Kehaki man,
ttd.
SAHARDI O,
PENJELASAN
PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
TENTANG

KEADAAN BAHAYA.



PENJELASAN UMUM

1.Jika suatu Negara terancam ol en bahaya atau kehi dupannya berada
dal am Dbahaya, maka perhatiannya harus dipusatkan pada
kedudukannya sendiri, oleh karena bagai manapun juga, Negara
tersebut tidak akan dapat nencapai tujuan-tujuannya, apabila
Negara itu sendiri roboh kel ak.

Ber hubung dengan itu, maka  adakal anya terpaksa  di adakan
per obahandal am susunan, penbagi an dan sifat kekuasaan Negara
serta dal am kedudukan Negara terhadap penduduk negeri, agar
dapat bertindak terhadap bahaya yang dihadapi nya dengan
kekuasaan- kekuasaan yang istinewa. I ni berarti, bahwa
kemungki nan untuk nenyinpang dari  hukum ovyektif harus
di adakan, karena perangkai an kaidah yang ada, nenjadi anmat
rendah kedudukannya sebagai unsur dari keputusan untuk
nmenganbil suatu tindakan terhadap unsur kenyataan-kenyataan
yang mengancam Negara, bahkan harus diterima pula, bahwa ada
kal anya tindakan penerintah hanya untuk nengatasi keadaan
bahaya itu semata- mata atas dasar kai dah darurat.

Undang- undang Dasar 1945, yang berlaku kenbali sejak 5 Juli 1959
pasal 12, sekarang nenjadi dasar bagi penerintah untuk dapat
nmenyat akan sel uruh/sebagian wlayah Negara dalam keadaan
bahaya. Pasal 12 tidak nenghendaki bahwa kekuasaan penerint ah
dal am keadaan bahaya untuk nmenyinpang dari hukum obyektif,
hanya bersandar pada satu atau beberapa ketentuan yang umum
bunyi nya, akan tetapi nengharuskan adanya suatu undang- undang
yang nmengatur syarat-syarat pernyataan keadaan bahaya pun
aki bat - aki bat pernyataan dem ki an itu.

Undang- undang keadaan bahaya yang di maksud itu tidak |ain daripada
suatu peraturan yang nenentukan bagai mana bat as- bat as
kekuasaan- kekuasaan yang harus diberikan dalam hal-hal yang
tertentu, supaya penguasa Yyang bertanggung jawab dapat
nmel akukan tugasnya dengan seksama. Begitul ah diluar peraturan
keadaan bahaya itu tidak ada penbatasan dari hak-hak yang
di beri kan ol en Undang-undang Dasar atau Undang- undang dan juga
tidak ada alasan dalam keadaan bahaya untuk nengesahkan
ti ndakan-ti ndakan nenurut pandangan sendiri-sendiri diluar
kekuat an undang-undang keadaan bahaya itu, dengan maksud
supaya ada pegangan jel as bagi penguasa- penguasa dal am keadaan
bahaya dan ada ketentuan yang dapat di pegang ol eh rakyat, agar
penguasa- penguasa tidak begitu saja dapat nenmakai kekuasaan-
kekuasaan dan dengan cara yang ti dak sel ayaknya.

2. Pernyat aan keadaan bahaya, nenurut pasal 12 Undang-undang Dasar
di | akukannya sendiri .

Dal am peraturan keadaan bahaya ini di adakan ketentuan-ketentuan
dal am hal - hal manakah pernyataan keadaan bahaya dapat
di | akukan.

Apabila suatu sebab/al asan yang ditentukan dalam undang-undang
telah tinbul, maka Presiden boleh nemlih tingkatan mana yang
sel ayaknya nenurut pendapatnya dinyatakan untuk nengatasi
keadaan.

Dengan nenet apkan hal - hal / kej adi an- kej adi an/ keadaan- keadaan sebagai



alasan untuk pernyataan suatu keadaan bahaya, maka tak
di ut amakan sebab- nusabab dar i pada hal - hal / kej adi an-
kej adi an/ keadaan- keadaan tersebut.

Yang panting dan yang nenjadi ukuran bagi Presiden untuk nenyatakan
sesuatu keadaan bahaya, yaitu tingkatan keadaan bahaya yang

seti npal , i al ah intensiteit peri stiwa/ keadaan yang
nmengkhawati rkan bagi berlangsungnya kehidupan Negara dan
masyar akat .

Sel ai n dari pada sebab-sebab/al asan-al asan yang | azi m di pakai unt uk
nmenent ukan apabila keadaan bahaya dapat dinyatakan, juga
di sebut sebagai sebab/al asan terancammya ketertiban hukum ol eh
ker usuhan- ker usuhan at au gangguan- gangguan | ain, pun
kekhawat i ran akan terjadi nya ancaman-ancaman yang dem ki an

Menurut il nmu perang, -nengadakan kerusuhan-kerusuhan atau gangguan-
gangguan ket erti ban hukum di negara nmusuh termasuk suatu si asat
penting untuk nendahul ui penyerbuan unmum Siasat demkian itu
yang terkenal dengan nama perang psychologis atau perang
dingin dan sel anjutnya perang gelap (subversif) yang kedua-
duanya dil akukan tidak secara terang-terangan, tetapi dengan
tipu nuslihat yang halus dan bermaksud untuk nerusak jiwa
penduduk, ekonom dan kedudukan negara musuh.

Sel anjutnya dalam Peraturan ini disebut pula secara tegas sebaga
al asan, "hidup Negara berada dal am keadaan bahaya atau dari
keadaan- keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada
gej al a-gejala yang dapat nenbahayakan hidup Negara". Ha
inilah dapat nerupakan al asan atau al asan-tanbahan pada tiap
al asan |l ain bagi pernyataan dal am keadaan bahaya.

Pengawasan ol eh haki m t er hadap per nyat aan- per nyat aan keadaan bahaya
tidak diadakan, oleh karena tidak selaras dengan susunan
pengara | ndonesia umumya dan tidak sesuai dengan kedudukan
haki m khususnya di | ndonesia ini.

Juga tidak diadakan pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
terhadap sesuatu pernyataan keadaan bahaya oleh Presiden
karena tidak sesuai dengan kedudukan Presiden nenurut Undang-
undang Dasar yang hanya bertanggung jawab terhadap Mjjelis
Per nusyawar at an Rakyat .

3. Dengan maksud untuk |ebih nenperhitungkan gradities kegentingan
keadaan, maka peraturan baru ini nengenal 3 tingkatan keadaan
bahaya: keadaan darurat sipil, keadaan darurat mliter dan
keadaan per ang.

4. Agar ada kepastian tentang siapa yang nenegang kekuasaan dal am
keadaan bahaya berdasarkan Peraturan ini, maka ol eh Peraturan
ini ditentukan dari semul a dengan tegas penguasa untuk keadaan
bahaya dipusat, ialah Presiden/Panglim Tertinggi Angkatan
Per ang.

Unt uk daerah ditentukan penguasa- penguasanya dal am keadaan bahaya
dengan dasar susunannya. Dalam pada itu wuntuk nenghadapi
keadaan yang setiap waktu dapat berubah, dinungki nkan kepada
Penguasa  Darurat Si pi | Pusat / Penguasa  Dar ur at Mliter
Pusat / Penguasa Per ang Pusat unt uk menent ukan  susunan



penguasaan dal am suatu keadaan bahaya, yang berl ai nan dari pada
dasar - susunan tersebut.

di perhitungkan pula bahwa nenurut Undang-undang Dasar
kekuasaan Peneri ntah di pegang ol eh Presiden yang dal am hal i ni
hanya bertanggung-jawab kepada Maj el i s Per nusyawar at an Rakyat .
Pun unsur mnusyawarah dan terpinpi nnya nusyawarah itu perlu
di beri tenpat yang sewajarnya dalam kita nemkirkan tentang
sistim bentuk dan susunan penguasaan dal am keadaan bahaya
ini.

5. Kekuasaan- kekuasaan istinmewa yang diberikan kepada penguasa-

penguasa dal am keadaan bahaya tidak boleh sama besarnya pada
setiap waktu keadaan bahaya. berhubung dengan kekuasaan-
kekuasaan istimewa ini pada dasarnya harus sesuai dengan
derajat gentingnya keadaan bahaya yang dihadapi. [tul ah
sebabnya di adakan penbagi an keadaan bahaya dalam beberapa
ti ngkat an, masing-masing dengan gol ongan- wewenang- wewenang
tersendiri bagi penguasanya.

Dem ki anl ah di perol eh susunan tingkatan-tingkatan dengan kekuasaan-

kekuasaan penguasa- penguasanya sebagai beri kut

A Dal am keadaan darurat sipil penguasa yang bersangkutan, yaitu

Penguasa Darurat Sipil, dapat :

1. mengel uar kan perat uran- peraturan polisi (pasal 10);

2. mem nta ket erangan-keterangan dari pegawai negeri (dicatat
disini, bahwa dalam keadaan darurat mliter/keadaan
perang penguasa dapat newajibkan setiap orang untuk
nmenberi kan keterangan) (pasal 12; selanjutnya pasal 23
dan 36, pada huruf c).

3. mnengadakan per at ur an- per at ur an t ent ang penbat asan
per t unj ukan- pert unj ukan apapun j uga serta semnmua
pencet akan, penerbiatan dan pengunuman apapun juga
(pasal 13);

. menggel edah tiap-tiap tenpat (pasal 14);

.meneri ksa dan nensita barang-barang yang disangka dipakai
atau akan di pakai untuk nerusak keamanan (pasal 15);

. menganbi | atau nemakai barang-barang di nas unum ( pasal 16);

. Menget ahui percakapan nelalui radio, nenbatasi penakaian
kode- kode dan sebagai nya (pasal 17);

. menbat asi rapat-rapat umum dan | ai n sebagai nya dan nenbat as
atau nel arang,' nenmasuki dan nenmakai gedung (pasal 18);

9. nenbat asi orang berada diluar rumah (pasal 19);

10. neneri ksa badan dan pakai an (pasal 20);

11. nrenmerintah dan mengatur badan-badan kepolisian, penmadam

kebakar an dan badan- badan keamanan | ai nnya (pasal 21);

o ~No Oohb

B. Dal am keadaan darurat mliter penguasa yang bersangkutan, yaitu

Penguasa Darurat Mliter, selain dapat nel akukan kekuasaan-

kekuasaan tersebut sub A 'dapat

1. menganbi| kekuasaan sipil yang nengenai ketertiban dan
keamanan unum (pasal 24 ayat 1);

2. menerintah dan nengatur badan-badan penerintah sipil serta
pegawai - pegawai nya dan orang-orang yang di perbantukan
kepadanya (pasal 24 ayat 2);



3. menganbi | tindakan apapun juga terhadap senjata-senjata api,
senjata tajam dan barang-barang pel edak (pasal 25 angka
1);

. menguasai dan nengat ur per | engkapan- per| engkapan  pos,
t el ekonmuni kasi dan el ektroni ka (pasal 25 angka 2).

.menbatasi atau nelarang nengubah | apangan-|apangan dan
benda- benda dil apangan itu (pasal 25 angka 3);

.menutup untuk senentara gedung-gedung penghibur (pasar 25
angka 4);

.mel arang dan nenbatasi pemasukan barang-barang dari dan
kedaer ah yang di nyat akan dal am keadaan darurat (pasal 25
angka 5);

8. menbat asi atau nel arang per edaran barang dan | ain sebagai nya

(pasal 25 angka 6);

9. nel arang dan nenbatasi lalu-lintas didarat, di perairan dan
di udara (pasal 25 angka 7);

10. nengadakan ti ndakan untuk nenbatasi pertunj ukan-pertunjukan
apapun juga serta senua percetakan penerbitan dan
pengunmuman apapun juga (pasal 26);

11. menbat asi dan neni adakan hak rahasi a surat dan kawat (pasa
27);

12. mengusi r orang (pasal 28);

13. nel arang orang meni nggal kan daerah yang dinyatakan dal am
keadaan darurat mliter (pasal 29);

14. mengadakan kewaj i ban bekerja untuk Kkepentingan keananan
atau pertahanan dan pel aksanaan peraturan penguasa
keadaan darurat mliter pasal 30);

15. nengadakan mliterisasi terhadap suatu jawatan, perusahaan
j abat an dan seterusnya (pasal 31);

16. mrenangkap dan nenahan orang (pasal 32);

17. menyi npang dar i dan nmenber i beber apa t er hadap
H nderordonnanti e, Veilingheidsregl enent dan sebagai nya,
karena ini nmenyinggung kekuasaan-kekuasaan yang lain
(pasal 33);

18. menberi persetujuan sebel um perat uran-peraturan yang bukan
per undang- undangan pusat dapat di kel uarkan dan di ununkan
(pasal 34 ayat 1);

19. nengel uarkan peraturan-peraturan nengenai hal-hal yang
harus diatur oleh perundang-undangan pusat, setel ah
di beri kekuasaan oleh Presiden, kecuali hal-hal yang
t er masuk kekuasaan pengundang-undangan hanyal ah apabila
keadaan nendesak (pasal 24 ayat 2);

~N o o b

C. Dal am keadaan perang penguasa yang bersangkutan yaitu Penguasa
Perang, selain dapat nelakukan kekuasaan-kekuasaan-tersebut
sub. A dan sub. B, dapat:

1. menganbi | atau nenerintahkan penyerahan senua barang untuk
dimliki atau dipakai guna kepentingan keamanan atau
pertahanan (pasal 37);

2. mengerahkan tenaga guna nenganbil barang tersebut angka 1
(pasal 37-38);

3. nel arang pertunjukan apapun juga serta senua percetakan,
pener bi t an dan pengununan apapun j uga, menut up
per cet akan (pasal 40);



.memanggil orang-orang untuk bekerja pada Angkatan Perang
(pasal 40 angka 1);

. mencegah penogokan/l ock out (pasal 41 angka 2 dan 3);

.mengadakan mliterisasi terhadap suatu jawatan, perusahaan
j abat an dan seterusnya (pasal 42);

.menunjuk suatu tenpat kediaman untuk senentara bagi orang
terhadap siapa terdapat petunjuk-petunjuk bahwa ia akan
nmengganggu keanmanan (pasal 43'1;

8. menyi npang dari tiap peraturan perundang-undangan pusat
dal am keadaan yang nenbahayakan kesel anatan negara yang
sangat nmendesak (pasal 44).
Kekuasaan- kekuasaan yang diberikan kepada penguasa dari suatu
keadaan bahaya, dimliki juga oleh penguasa dari tingkatan
keadaan bahaya yang | ebih tinggi derajatnya.

~N oo b~

6. Dal am prinsi pnya, Penguasa dalam keadaan bahaya tidak boleh
menyi npang dari perundang-undangan pusat, kecuali dal am hal -
hal yang di per bol ehkan nenurut atau berdasarkan Peraturan ini.

Mengenai kedudukan  Penguasa  Darurat Si pi | / Penguasa  Darur at
Mliter/Penguasa Perang serta peraturan-peraturan dan/atau
ti ndakan-ti ndakan Penguasa- penguasa t er sebut t er hadap
per at ur an- peraturan perundang-undangan pusat dapat disebut
di sini

- pasal 10 dan pasal 11 (untuk keadaan darurat sipil),

-pasal 33 dan pasal 34 ayat 2 (untuk keadaan darurat mliter),
kenudi an

-pasal 44 (untuk keadaan perang).

Pasal - pasal tersebut nenunjukkan sesuatu yang bertingkat-tingkat
dan tiap pasal nengandung syarat yang harus di perhatikan ol eh
penguasa yang ber sangkut an.

Pasal 10 nenitik Dberatkan kepada peraturan-peraturan untuk
kepenti ngan ketertiban unum dan/atau keanmanan. Dal am hubungan
ini perlu dicatat bahwa pasal 10 ayat 1 ditujukan senat a-nata
kepada Penguasa keadaan bahaya tingkat daerah, dan ayat 2
pasal 10 semata-mata dituj ukan kepada Penguasa keadaan bahaya
ti ngkat pusat.

Pasal 33 nengandung peperincian yang sifatnya "limtatief",
sedangkan pasal 34 ayat nenekankan kepada hal -hal perundang-
undangan pusat yang bukan materie undang-undang (sebagai
keputusan bersama dari Presiden dan D.P.R ) dan nenyaratkan
adanya penberian kekuasaan oleh Presiden kepada Penguasa
Darurat Ml iter Daerah/Penguasa Perang Daerah

Pasal 44 nenyaratkan adanya keadaan yang nenbahayakan kesel amat an
Negara yang sangat nendesak pada saat itu.

Yang di maksud dengan perundang-undangan pusat, ial ah :

a. peraturan-peraturan dari I nstansi -i nst ansi pusat yang
menpunyai wewenang mnengatur menurut Undang-undang Dasar
atau nenuruti berdasarkan undang- undang.

b. peraturan-peraturan dari instansi-instansi yang dibentuk
ol eh/ berdasar kan undang-undang yang nenpunyai wewenang
nmengat ur sesuatu secara sentral

7. Ti dak bol eh di | upakan bahwa  wewenang- wewenang, / kekuasaan-



kekuasaan yang diberikan kepada Penguasa-penguasa Keadaan
Bahaya nerupakan pengecual i an dari penberian serta pel aksanaan
wewenang- wewenang Yyang bersangkutan dengan penyel enggaraan
tugas al at-al at perl engkapan dal am keadaan nor nal .

Bukan maksudnya dengan penberian wewenang kepada Penguasa Keadaan
Bahaya untuk nenbekukan penyel enggaraan tugas ol eh al at-al at
per | engkapan yang ada secara biasa. Dan sekalipun tidak
di nyat akan dalam Peraturan ini secara |angsung/tegas, dalam
pel aksanaan wewenang- wewenang t er sebut sel al u har us
di perhati kan hubungan baik antara alat-alat perlengkapan dan
penguasa keadaan bahaya. Sejauh mungki n al at-al at perl engkapan
termaksud diberi kel eluasaan untuk nenjalankan tugas-tugas
sehari - hari nya. Sel anjutnya dalam nengel uarkan perintah-
perintah yang ditujukan kepada pegawai-pegawai/anggaut a-
anggaut a badan-badan keanmanan dan |ain sebagai nya diindahkan
garis-garis hierarchie yang berlaku dilingkungan badan-badan
t er sebut .

Maka dari Pusat dapat di harapkan petunj uk-petunjuk berhubung dengan
pel aksanaan wewenang-wewenang ol eh Penguasa-penguasa Keadaan
Bahaya Daerah agar lebih terjamn Kkerja-sama yang sebaik-
bai knya antara Penguasa-penguasa tersebut dan alat-alat
per | engkapan | ai nnya.

8. Dal am j awaban Penerintah atas penmandangan unmum DPR babak ke I1
sewaktu penbicaraan rancangan Undang-undang per panj angan
keadaan perang di akhir tahun 1958 (Undang-undang No. 82 tahun
1958; LN 1958/152), Penerintah telah nenyatakan maksudnya
unt uk nengadakan peninjauan kenbali Undang-undang Keadaan
Bahaya 1957 dan nenyesuai kannya Undang- undang tersebut dengan
kebut uhan pr akt ek.

Peni nj auan kenbal i Undang-undang Keadaan Bahaya 1957 sebagai yang
di mksud diatas ditugaskan kepada sebuah Panitya Antar-
Kenment eri an.

Ber hubung dengan berl akunya kenbali Undang-undang Dasar 1945 sej ak
tanggal 5 Juli 1959, Panitya tersebut yang hanpir selesai
dengan pekerjaannya tel ah berusaha untuk nenyesuai kan rencana
yang telah dihasilkan dengan azas-azas ket ata-negaraan yang
ber| aku sej ak saat tersebut.

Ternyata bahwa pekerjaan untuk nenyesuai kan rancangan Peraturan
Negara nengenai keadaan bahaya dengan UUD 1945 dem ki an
| uasnya sehingga tugas tersebut baru selesai pada pernul aan
bul an Desenber 1959.

Dal am pada itu, keadaan perang yang berlaku sekarang ini, akan
berakhir pada tanggal 16 Desenber 1959, sedangkan keadaan
negara pada dewasa sekarang tidak dapat nmenbenar kan
penghenti an keadaan bahaya tersebut.

Dengan perkataan lain : keadaan perang yang berlangsung sel ana-
| amanya sanpai pada tanggal 16 Desenber 1959 berdadasarkan
Undang- undang Keadaan Bahaya 1957, perlu disusul dengan
per panj angan keadaan bahaya atau pernyataan keadaan bahaya
bar u.

Prosedur unt uk perpanjangan/ pernyataan itu sebagai mana di atur dal am
Undang- undang Keadaan Bahaya 1957 tidak dapat di-pergunakan
dal am suasana kenegaraan dewasa sekarang. Mka sungguh ada



urgensi untuk nenggunakan prosedur sebagai yang dirancangkan
dal am Rancangan Peraturan Negara tentang Keadaan Bahaya hasi
dari Panitya tersebut diatas.

Menurut Penerintah setepatnya Undang-undang Keadaan Bahaya yang
tel ah tersusul oleh suasana dan Kketata-negaraan baru sejak
ber | akunya kenbali Undang-undang Dasar 1945, segera diganti.

Mengi ngat akan berakhirnya keadaan prang pada saat 16 Desenber
1959, maka penetapan peraturan Negara baru tentang keadaan
bahaya yang akan nmerupakan dasar untuk- masa selanjutnya
sungguh nemaksa dan nendesak, sehingga peraturan Negara
termaksud perlu ditetapkan dengan segera.

Maka peraturan tersebut ditanmpung dal am bentuk Peraturan Penerintah
pengganti Undang-undang.

PASAL DEM PASAL
Pasal 1.

Per nyat aan keadaan bahaya, dilakukan oleh Presiden atas
t anggung-j awabnya dan dalam hal ini Presiden bertanggung-jawab
ter hadap Maj el i s Pernnusyawar at an Rakyat.

Penil ai an peristiwa-peristiwa yang tersebut dalam ayat 1
sebagai al asan yang nenbol ehkan keadaan bahaya dapat di nyatakan
di serahkan semata-nmata kepada Presiden; nmaka hakim tidak dapat
nmenguj i sebuah pernyataan keadaan bahaya apakah itu nenurut hukum
atau ti dak.

Pun terserah kepada Presiden untuk nenentukan dal am
keput usannya tingkatan manakah yang sebai knya di nyatakan dari tiga
macam tingkatan keadaan bahaya yang tersebut dalam ayat ini
ber dasarkan perinbangan antara kekuasaan-kekuasaan baru dari
sesuatu tingkatan bahaya dan taraf bahaya yang di hadapi

Perlu ditekankan bahwa tingkatan bahaya tidak tergantung
kepada jenis peristiwa yang tersebut dalam ayat 1, nelai nkan kepada
intensiteit Kkejadian/keadaan yang berbahaya bagi berlangsungnya
kehi dupan negara dan masyar akat, sebagai mana tel ah diurai kan dal am
penj el asan unmum

Peristiwa-peristiwa yang menbol ehkan pernyataan  sebuah
tingkatan ada tiga jenis, yaitu:

Pertama, kenyataan-kenyataan sebagai penerontakan, kerusuhan
kerusuhan atau aki bat bencana al am yang nengancam keananan atau
keterti ban unum sehi ngga di khawatirkan keadaan tidak dapat diatas
ol eh al at pal at perlengkapan secara biasa. (Yang di maksud dengan
"penber ont akan" i al ah kerusuhan-kerusuhan bersenj at a.

Kedua, kenyat aan-kenyataan yang |angsung atau tidak |angsung
nmengaki bat kan perang. Dengan ini, mnmaka ayat 1 angka 2 juga
nmengandung kenungki nan akan terjadinya pertikaian dengan negeri
lain sebagai alasan untuk nenyatakan sebuah tingkatan keadaan
bahaya, sedangkan perang saudara tidak ternmasuk kenyataan-kenyat aan
yang disebutkan oleh ayat 1 angka 2 akan tetapi disinggung ol eh
ayat 1 angka 1.

Ketiga, hidup negara berada dal am keadaan bahaya karena sebab
apapun juga, atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata adan atau
di khawat i rkan ada gej al a- gej al a yang dapat nenbayakan hi dup negar a.

Pengertian tia-tiap bagian wlayah I|ndonesia tidak terbatas



pada bagi an- bagi an adm ni stratif dan pada w | ayah daratan | ndonesia
saja, sehingga bagian nmanapun juga, Kkecil atau besar, bagian
daratan atau | autan ataupun bagi an udara, dapat dinyatakan dal am
keadaan bahaya.

Jika tidak ada perlunya |agi untuk nelanjutkan suatu keadaan
bahaya, maka keadaan bahaya ini harus di hapuskan; penghapusan suatu
ti ngkat an keadaan bahaya dil akukan ol eh Presiden.

Pasal 2.

Ayat 1 : CQukup j el as.

Ayat 2 : Pengunmunman pernyat aan/ penghapusan keadaan babahaya
di | akukan oleh Presiden. Yang nenjadi pedonman disini ialah hal
bahwa sedapat -dapatnya seluruhnya rakyat yang bersangkutan dapat
nmenget ahui tentang pernyat aan/ penghapusan sesuatu keadaan bahaya.

Pasal 3.

Peri ksal ah Penj el asan Urum angka 4.

Para penbantu nerupakan suatu badan penbantu yang jum ah
anggot a- anggot anya dapat ditanbah oleh Presiden sendiri nenurut
kebut uhan nanti nya.

Tugas badan-penbantu tersebut sebagai kesel uruhan dan tugas
masi ng- masi ng anggota ialah ikut memkirkan pel aksanaan wewenang-
wewenang Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang sel aku
Penguasa Keadaan Bahaya Pusat, baik dalam kedudukannya sebagai
Penguasa keadaan bahaya di sanpi ng Penguasa- penguasa keadaan bahaya
| ai nnya, maupun dal am kedudukannya  sebagai yang nmem npin
penyel enggaraan penguasaan keadaan bahaya ol eh Penguasa-penguasa
ti ngkat daerah.

Ber hubung dengan yang diurai kan di atas dapat ditunjuk kepada
ket ent uan- ket ent uan dal am pasal 7 pada ayat 1 dan ayat 5.

Pasal 4.

Per i ksal ah Penj el asan Unum angka 4.

Sama dasarnya dengan yang ber| aku bagi penguasa keadaan bahaya
pada ti ngkat pusat.

D per hi tungkan dal am pasal ini kedudukan Kepal a Daerah nenur ut
Penetapan Presiden No. 6 - 1959 sebagai pem npin penerintahan
ti ngkat daerah.

Sel anjutnya perlu diperhatikan bahwa dalam rangka keadaan
bahaya dibidang legislatif Kepala Daerah tidak lagi terikat oleh
syarat berupa kerja-sama dengan Badan Penerintahan Harian seperti
dal am keadaan bi asa.

Pasal 5.

Peri ksal ah Penj el asan Urum angka 4.

Sama dasarnya dengan yang ber| aku bagi penguasa keadaan bahaya
pada tingkat pusat. Unsur mliter lebih tanpil Kkenuka daripada
dal am keadaan darurat sipil. D catat bahwa penetapan jenis dan |uas
daer ah- hukum sebagai yang di maksud dalam ayat 1 pasal ini,
di serahkan kepada Presiden yang barang tentu akan nenutus setel ah



nmendengar pertinbangan para penbantunya sebagai yang di sebut dal am
ayat (2) pasal 3.

Dari ayat (1) pasal ini jelas juga bahwa, tidak sel alu seorang
Komandan dari Angkatan Darat yang akan ditunjuk sebagai Penguasa
Darurat Mliter. Dan jika masih dianggap perlu agar kepentingan
Angkat an/ Angkat an- angkat an | ai nnya di waki I'i pul a dal am
penyel enggaraan penguasaan keadaan bahaya atas suatu daerah
tertentu, mnmaka dapat diadakan pengluasan daripada susunan yang
t erganbar dal am ayat (2).

Lagipula tidak tertutup kemungkinan untuk sama sekali
nmenyi npang dari pola yang terlukis dal amayat (2).

Dengan rumusan yang termnuat dal am ayat (1) dan dal am ayat (4)
Pemerintah bermaksud pula untuk nenberikan dasar bagi penetapan
suatu keadaan dalam nana suatu daerah "istinewa" (lautan atau
daratan -ataupun di-udara) berada dalam keadaan bahaya dibawah
penguasa seorang Komandan Angkatan Laut at au Angkat an Udar a.

Pasal 6.

Peri ksal ah Penj el asan Urum angka 4.

Sama dasarnya dengan yang ber| aku bagi penguasa keadaan bahaya
pada tingkat pusat. Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini untuk
keadaan perang adal ah sama dengan ket entuan-ket entuan dal am pasal 5
yang berl aku untuk keadaan darurat mliter.

Sel anj ut nya, perhati kal anl ah penj el asan pada pasal 5.

Pasal 7.

Ayat 1 : sesuai dengan gagasan penuat an kekuasaan
Penerintahan pada Penerintah Pusat c.q. Presiden. Lagipula sangat
penting guna kel ancaran koordi nasi dal am bi dang per undang- undangan
dan penerintahan dal am rangka keadaan bahaya.

Per hat i kanl ah sel anjut nya Penjelasan Urum pada angka 4 dan
pada angka 7.

Ayat 2 dan 3 : keadaan-keadaan istimewa  yang prakti snya
nmer upakan pengecual i an daripada hal bahwa Penguasa Darurat Sipil
Daer ah/ Penguasa Darurat Mliter Daerah/Penguasa Perang Daerah

| angsung di bawah Penguasa Darurat Sipil Pusat/Penguasa Darur at
Mliter Pusat/Penguasa Perang Pusat.
Ayat 4 : terutama ditujukan kepada garis-garis komando

(dal am keadaan operasi dan dalam keadaan-keadaan |ainnya) yang
tetap berlaku antara konmandan atasan dan komandan bawahan

Per kataan "atasan" disini adalah dalam arti "fungsionil-
hierarchis". deh ayat ini Penguasa Keadaan Bahaya Pusat diberi
wewenang pula untuk mengatur soal hierarchies jika dalam suatu
daerah terdapat Komandan- komandan dari ber bagai Angkatan

Ayat 5 : periksal ah penjel asan pada ayat 1 pasal ini

Ayat 6 : maksudnya agar jangan sanpai pertanggungan-j awab
dal am penguasaan dal am keadaan bahaya nenj adi kabur.

Pasal 8.

Ayat 1: Dari bagi an wi |l ayah yang dinyat akan dal am ti ngkat an
keadaan darurat sipil perlu sekali diketahui batas-batasnya, karena



di sana saj al ah kekuasaan-kekuasaan yang istinmewa diberikan itu
dapat di pakai. Maka dari itu, perlu batas-batas bagi an wi | ayah yang
di maksudkan, ditetapkan dengan teliti dal am Keputusan Presi den yang
ber sangkut an.

Ayat 2 : QAeh karena dalam prinsipnya kekuasaan-kekuasaan
baru itu hanya diberikan untuk keadaan yang nenbahayakan bagi
Negar a/ Daerah, nmaka dengan sendirinya tidak ada alasan untuk
nmenper t ahankan kekuasaan-kekuasaan itu, apabila bahaya itu tidak
ada | agi .

Maka "keadaan bahaya" segera harus di hapuskan.

Sej ak saat penghapusan itu, naka peraturan-peraturan yang
tel ah di keluarkan dan tindakan-tindakan yang telah dianbil ol eh
Penguasa Darurat berdasarkan Peraturan ini, tidak |agi berl aku.

Dem ki anl ah nmakna ayat 2. Akan tetapi, oleh karena tindakan-
ti ndakan yang telah dianbil nengakibatkan hubungan-hubungan baru
pul a dal am masyar akat, maka ada kal anya beberapa per aturan/ti ndakan
per | u di pertahankan terus.

Dengan adanya ketentuan sebagai yang ternmaktub dal am ayat 2
ti dak bol en di pahankan, bahwa tindakan-tindakan yang bersangkut an
serta akibat-akibatnya terhapus nmenurut hukum dari sejak waktu
keadaan darurat dihapuskan. Banyak tindakan yang mungkin telah
di j al ankan pada keti ka penghapusan keadaan bahaya berl| aku.

Bukanl ah nmaksud ayat d' untuk nenyangkal sahnya tindakan-
ti ndakan yang dem ki an itu serta aki bat - aki bat nya.

Maksud ayat 2 tidak lain daripada nelarang nengel uarkan
per at ur an- peraturan atau nenganbil tindakan-tindakan baru sesudah
penghapusan keadaan bahaya ber| aku.

Ayat 3 : Kepal a Daerah yang bersangkutan dapat mnenpertahankan
suatu peraturan/tindakan Penguasa Darurat Sipil Daerah buat sel ama-
lamanya 4 bulan sesudah penghapusan keadaan darurat yang
ber sangkut an. Maksudnya ialah bahwa dalam jangka waktu tersebut
di daerah yang ber sangkutan sudah tercapai suatu keadaan dal am mana
segala sesuatu sudah dapat dilayani/diatasi oleh alat-al at
per | engkapan secara bi asa.

Tentu saj a penghapusan tingkatan keadaan darurat sipil yang
diganti dengan pernyataan darurat mliter atau tingkatan keadaan

per ang, nmengaki bat kan tetap ber| akunya  perat uran-peraturan/
ti ndakan-ti ndakan yang telah dikeluarkan/dianbil oleh Penguasa
Darurat Sipil berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam bab ini

(peri ksal ah ayat 6).

Makl um ah, tingkatan keadaan perang manpunyai derajat yang
I ebih tinggi daripada tingkatan keadaan darurat, artinya kekuasaan-
kekuasaan yang diberikan oleh Peraturan ini untuk tingkatan
pertama, yaitu tingkatan keadaan darurat, juga dimliki oleh
pemangku kekuasaan dal am ti ngkat an keadaan perang.

Ayat 4 dan ayat 5 : Menuat ketentuan-ketentuan yang berlaku
j i ka suatu/ beberapa peraturan dan/atau tindakan Penguasa Dar ur at
Si pi | di pertahankan ol eh Kepal a Daer ah.

Ayat 6 : Periksal ah penjel asan ayat 3 diat as.

Pasal 9.

Agar r akyat dapat nmengi ndahkan/ menper hi t ungkan keadaan
sebenarnya dan agar tercapai kerja-sama yang bai k antara al at-al at



negara, maka bai k rakyat naupun penj abat-penjabat sipil dan mliter
seharusnya nenget ahui peraturan-peraturan yang dikeluarkan. Untuk
itu perlu diadakan pengunmuman sel uas-1 uasnya. (periksalah ayat 1).

Ket entuan dal am pasal 1 ayat 2 dari Kitab Undang-undang Hukum
Pidana yang tidak berlaku disini, ialah ketentuan yang berbuny
"Apabi |l a ada perubahan perundang-undangan sesudah perbuatan itu
di | akukan, mnaka di pakailah ketentuan yang paling baik/ringan bagi
t er sangka".

Dem kian ini tak lain tak bukan karena perubahan perundang-
undangan yang di naksud dalam ayat 2 pasal 9 ini tidak di sebabkan
karena perubahan dalam penilaian terhadap tindak-pidana sebagai
yang tel ah di | akukan ol eh seseorang.

Pasal 10.

Pasal ini nengenai peraturan-peraturan Penguasa Darurat Sipi
yang diadakan untuk kepentingan ketertiban unmum atau keamanan
("politie-verodeningen"). Yang bol eh disel enggarakan ol en Penguasa
Darurat Sipil Daerah ialah hal-hal yang nmenurut perundang-undangan
pusat bol eh diatur dengan peraturan yang bukan perundang-undangan
pusat. Dalam nengatur hal-hal tersebut Penguasa Darurat bol eh
nmenyi npang dari peraturan yang bukan perundang-undangan pusat.
(ayat 1.).

Per hati kanl ah juga pasal 11.

Ter hadap per at ur an- peraturan untuk kepentingan ketertiban unum
atau untuk kepentingan keanmanan, yang di buat ol eh Penguasa Dar ur at
Sipil Pusat tidak ada penbatasan apapun juga (periksal ah ayat 2).

Pasal 11.

Tentang prinsip yang terkandung dal am pasal ini, periksalah
penj el asan unum

Pengawasan haki m apakah peraturan-peraturan dan tindakan-
ti ndakan Penguasa Darurat Sipil bertentangan dengan perundang-
undangan pusat tidak dapat disangkal, ayat 2 pasal ini tegas
nmenent ukan kedudukan peraturan/tindakan Penguasa Darurat Sipil yang
dem ki an.

Unt uk keadaan darurat mliter, perhatikanlah ketentuan dal am
pasal 34 ayat 2 dan untuk keadaan perang, periksal ah pasal 44.

Pasal 12.

Maksud pasal ini adalah untuk nenmudahkan Penguasa Darurat
Sipil dalam usahanya nencegah tindakan-tindakan yang mengganggu
keterti ban dan keamanan unum

Senmentara ini (yaitu dalam keadaan darurat sipil) kewajiban
unt uk nenberi kan keterangan sebagainya dimaksud itu, dibebankan
hanya kepada setiap pegawai negeri .

Unt uk keadaan darurat mliter perhatikanl ah pasal 23 sub c dan

unt uk keadaan perang, pasal 36 sub c;- untuk tingkatan keadaan
bahaya ini kewaj i ban termaksud di bebankan kepada "senua orang".
Arti "alasan yang sah" sebagai diurai kan dalam ayat 1, pun

peni adaan kewaji ban untuk nenberikan keterangan-keterangan sebagai
di maksud dal am ayat 2 berpedonman pada ketentuan dal am hukum acara



yang berlaku (pasal 277 HI.R); dan pada pasal 166 Kitab Undang-
undang Hukum Pi dana) .

Yang dimaksud dengan perkataan "keluarganya sanpai cabang
kedua" ialah keluarga dalam garis cabang ("zijlinie") sanpa
deraj at kedua ("tweede graad").

Pasal 13.

Pasal ini nenberi kuasa kepada penguasa Darurat Sipil untuk
nmengadakan peraturan-peraturan untuk nenbatasi hak nmengununkan dan
nmenyebarkan perasaan dan pendirian dengan lisan, tulisan dan
ganbar. Dengan ini, nmaka ia boleh nenyinpang dari perundang-
undangan pusat tentang ini dan nenentukan hukuman- hukuman terhadap
pel anggar an- pel anggar an per at uran- per at ur annya.

Kekuasaan yang istinmewa ini sudah perlu diberikan dalam
keadaan darurat sipil oleh karena pengawasan harus segera ada
t er hadap usaha-usaha untuk nenpengaruhi, alam pikiran nasyrakat
kearah nerusak jiwa dan kedaul at an bangsa.

Untuk keadaan darurat mliter dan keadaan perang, |ihat
berturut-turut pasal 26 dan pasal 40.

Dal am pasal 26 disebut "nengadakan tindakan-tindakan untuk
nmenbatasi" dan pasal 40 nenggunakan perkataan "nelarang"” dan
nmenut up per cet akannya"

Pasal 14.

Syarat "dengan nenunjukkan surat perintah unmum atau surat
perintah istinmewa" sudah barang tentu tidak berlaku buat Penguasa
Darurat Sipil sendiri

Pada ayat 1 dinyatakan, bahwa penjabat-penjabat yang dapat
di suruh ol eh Penguasa Darurat sipil adalah terbatas, berhubung
dengan kekerasan yang dapat digunakan, jika yang nenpunyai
nmenghal angi penggel edahan.

Sel ain daripada yang di haruskan oleh ayat 3, |aporan yang
di buat tentang suatu peneriksaan harus nenyebutkan segala sesuatu
yang nenbol ehkan dan nenaksakan tindakan dil akukan pada waktu it u.

Pasal 15.

Apabi | a petunj uk-petunj uk nengenai materie dalam pasal ini
di beri kan berdasarkan pasal 7 ayat 1, nmaka selayaknya itu
di sesuai kan dengan perat uran- peraturan acara pi dana.

Pasal 16.

Pasal ini nengenai penganbil an/ pemakai an barang dari pada di nas
umum

Li hat sel anjutnya penjelasan pada pasal 37 yang |ebih |uas
dari ketentuan dal am pasal 16 ini.

Pasal 17.

Arti percakapan tilpon dan kantor adal ah dal am pengertian yang
sel uas- | uasnya.



Pada unumya susah sekali nel akukan pengawasan terhadap
pesawat - pesawat radio dan seterusnya. |Itulah sebabnya di adakan
ket entuan seperti yang tersebut dal am angka 3 dari pasal ini.

Yang di naksud dengan al at-alat |ainnya yang ada hubungannya
dengan penyi aran radi o dan yang dapat di pakai untuk nencapai rakyat
banyak ialah antara lain : pesawat penerinma radio, tape/wre
recorder, alat-alat public address.

Pasal 18.

Per hat i kanl ah penj el asan pada pasal 13.

Yang di maksud dengan "rapat-rapat dan pertenuan-pertenuan umm
yang dapat di kunjungi ol eh rakyat unmuni ialah :

a. rapat - r apat / pert enuan- pert enuan yang t er buka;

b. rapat - rapat/ pert enuan- pert enuan yang sungguhpun tertutup
di sel enggar akan sedem ki an rupa sehi ngga sesungguhnya si f at nya
nmenjadi tidak tertutup |agi.

Sel anjutnya, perlunya ayat 2 ialah wuntuk menutup gedung-
gedung, tenpat-tenpat kediaman dan | apangan-| apangan bagi nereka
yang nenakai nya untuk nengganggu keterti ban dan keamanan unmum

Mengenai upacar a- upacara agana (periksalah ayat 3) hendakl ah
di mengerti bahwa segala sesuatu yang bersangkutan dengan
penel i haraan kerokhani an termasuk "bijvel-kringen" dan lain-lain
pertenuan yang senata-mata bersangkutan dengan pel aksanaan i badah,
ti dak akan di kenakan penbatasan-penbatasan sebagai yang di maksud
dal am pasal ini. Dengan rapat-rapat Penerintah di naksud rapat-rapat
yang di sel enggarakan ol eh badan-badan Penerintah dan ol eh dewan-
dewan perwakil an rakyat.

Pasal 109.

Menber i kemungki nan  untuk ;nmengadakan jam rmalam dan
penbat asan- penbat asan | ai n yang sedem ki an.

Pasal 20.

Maksud pasal ini ialah untuk nencari hubungan-hubungan antara
pengacau dan ket er angan- ket er angan yang ber har ga.

Peneri ksaan badan dan pakaian hanya ditujukan kepada orang
yang di curigai saja.

Agar peneri ksaan di sel enggarakan setertib-tertibnya dan
sekor ek- kor eknya, perlu diadakan ketentuan-ketentuan tentang
pel aksanaannya.

Pasal 21.

A eh karena penjabat-penjabat dari peneintahan unum dal am
keadaan biasa dapat nenerintah polisi wuntuk nelakukan tugasnya
nmenj aga ketertiban dan keamanan unum naka sudah terang Penguasa
Darurat Sipil dalam keadaan darurat seharusnya juga boleh
nmener i nt ahkan polisi.

Selain dari itu, sudah tentu perlu di nas permadam kebakar an dan
di nas-di nas atau badan keamanan yang | ain | angsung di bawah peri nt ah
Penguasa Darurat Sipil seperti yang di kenukakan ol eh pasal ini.



Dal am neneri nt ahkan anggot a- anggot a Kepol i si an dan seterusnya
itu, Penguasa Darurat Sipil sedapat-dapatnya nengi ndahkan gari s-
garis hierarchie yang berlaku dilingkungan badan-badan tersebut
sehingga terjamn hubungan dan kerja-sama yang sebai k- bai knya dem
kel ancaran penyel enggaraan tugas dal am rangka keadaan bahaya.

Pasal 22.

Dal am pasal ini terganbar sistim yang sama sebagai yang
t er dapat dal am pasal 8.

Dal am pasal 22 ini untuk perpanj angan-peraturan/ti ndakan
Penguasa Darurat mliter ditetapkan jangka-waktu "sel ama-|amanya
enam bul an dan seterusnya". (Dalam pasal 8 disebut sel ama-I| ananya
enpat bul an").

Dem kian itu karena unmummya / perobahan masyarakat sebagai
aki bat keadaan darurat mliter adalah amat besar dan |ebih besar
dari yang terbawa ol eh bahaya-bahaya yang dapat dilayani dengan
per nyat aan wi | ayah/ bagi an w | ayah/ daerah dal am keadaan darur at
sipil.

Sel anj utnya karena dengan di hapuskan keadaan darurat mliter
penguasa- penguasa keadaan darurat mliter tidak bekerja |agi, naka
unt uk sel anj utnya penyel enggaraan, tugas penguasa darurat mliter
yang berhubungan dengan peraturan-peraturan/tindakan- tindakan

di pertahankan itu, perlu diserahkan kepada instansi lain
peri ksal ah ayat 4.

Ayat 5. Ti dak nmener| ukan penj el asan.

Ayat 6. Cukup j el as.

Pasal 23.

Sub a. : Tidak nenbutuhkan penjel asan

Sub b : Tidak nenbutuhkan penj el asan.

Sub ¢ : Berhubungan dengan | ebih gent i ngnya keadaan

negar a/ daerah dal am keadaan darurat mliter (jika dibadingkan
dengan keadaan yang dapat.dilayani dengan pernyataan keadaan
darurat sipil).

Pasal 24.

Dari ayat 1 ternyata, bahwa kekuasaannenjaga keanmanan yang
di serahkan nenurut desentralisasi pun dapat dianbil oleh Penguasa
Darurat Mliter untuk dil akukannya sendiri .

Hubungan kerja-sama antara penjabat-penjabat sipil dari
pernerintahan unum yang nel akukan tugas keanmanan dal am keadaan-
bi asa, ditentukan nenurut ayat 2 pasal ini.

Menurut pasal 21 |ingkungan penjabat-penjabat sipil yang dapat
tunduk kepada Penguasa Darurat Sipil adalah terbatas. Akan tetapi
dal am keadaan darurat mliter selayaknya Penguasa Darurat Mliter
ber kedudukan |ebih tinggi, berhubung dengan kenyataan-kenyataan
yang di hadapi |ebih di pentingkan daripada ketentuan-ketentuan yang
ada. Dengan pasal ini naka pergeseran kekuasaaan tidak beku, akan
teapi fakultatief nmenurut keadaan. Sebaliknya akan tidak ada
pegangan |agi, apabila pasal ini dihilangkan, sekalipun bersifat
umum Tentu saja tetap nmenjadi perspal an, bila kekuasaani itu dapat



di pakai ol eh Penguasa Darurat mliter
Presi den dapat nenberi kan pet unj uk- pet unj uk seperl unya.

Pasal 25.

Ter hadap hak-hak yang di sebut kan ol eh angka 1, terserah kepada
Penguasa Darurat MIliter wuntuk mnmengaturnya nenurut pandangannya
serta nmengadakan ancaman hukunan.

Angka 2 nenperluas kekuasaan yang tel ah diberikan ol eh pasa
17.

Ket entuan yang di kenukakan ol enh angka 3 berarti nenbol ehkan
pel enggaran hak mlik dan penyinpangan dari perundang-undangan
pusat .

Angka 4 ber maksud nenghi | angkan keragu-raguan tentang kekuat an
beber apa perundang-undangan pusat tentang perusahaan.

Terang, bahwa tindakan berdasarkan ayat ini harus disesuai kan
dengan pasal 18 ayat 2.

Angka 5 dan 6 cukup jel as.

Hanya ada perbedaan, pada angka 5 nengenai "dari dan kedaerah"
yang di nyat akan dal am keadaan darurat mliter, sedangkan pada angka
6 nmengenai "dal am daerah itu seniri”.

Angka 7. Kekuasaan nengatur | alu-lintas bukan saja nmenbol ehkan
nmengel uar kan peraturan-peraturan yang umum berlaku, akan tetapi
j uga yang khusus.

Pasal 26.
Peri ksal ah penj el asan pada pasal 13 dan pasal 40.
Pasal 27.

Dal am pasal ini ditetapkan secara jelas terhadap surat-surat
manakah penguasa dapat berti ndak

Jawat an pengangkutan yang dinmaksudkan tidak terbatas pada
j awat an pos saja. Juga badan-badan pengangkuatan |ai n tersebut ol eh
pasal ini, baik kepunyaan orang preman naupun dal am pengangkut an
penerintah yang | ain.

Pengertian kantor kawat adal ah yang sel uas-luasnya. Jadi tidak
hanya terbatas pada kantor kawat penerintah. Pun surat-surat kawat
harus diartikan seluas-luasnya dan berita yang hendak di kawatkan
j uga di pandang sebagai surat kawat.

Pasal 28.

Menurut pasal ini Penguasa Darurat MIliter berhak nengel uarkan
orang yang dianggap berbahaya untuk keamanan dari daerah atau
bagi an daer ah yang di nyat akan dal am keadaan bahaya.

Hak ini  dapat dipakai, setelah orang yang bersangkutan
di peri ksa dan ternyata ada cukup al asan untuk nenganggap orang itu
ber bahaya unt uk daerah tersebut.

Tentu saja hak ini hanya berarti, apabila sebagian wlayah
I ndonesi a di nyat akan dal am keadaan bahaya.

Ayat 2 merupakan jam nan bagi orang yang di perlakukan nenur ut
ayat 1.



Kekuasaan nengusir orang telah diberikan kepada penmangku
kekuasaan dal am ti ngkatan kedua, ol eh karena sel ai n dari pada bahaya
bencana alam tiap-tiap bahaya yang nengancam negeri berpusat dan
ber sunber pada kekuatan orang, sekalipun diperhatikan benar bahwa
kemer dekaan orang itul ah sal ah satu hak nutl ak yang terpenting.

Pasal 29.

Mer eka yang tenaganya ber guna untuk keamanan dan perekonom an,
dapat dilarang ol eh Penguasa Darurat M Iliter neninggal kan daer ah.

Ini terutama ditujukan kepada pem npi n-pem npi n perusahaan dan
pekerj a-pekerja akan tetapi juga terhadap pekerja-pekerja jawatan-
j awat an tanbahan seperti Pal ang Merah, Penmadam Kebakaran dan pul a
t er hadap pedagang- pedagang. Penbatasan terhadap | arangan ini tidak
ada.

Pasal 30.
Perintah-perintah yang dapat dikeluarkan ini hanya yang
nengenai | apangan kekuasaan Penguasa Darurat Mliter vyang
ber sangkutan sendiri, vyaitu untuk Kkepentingan keamanan atau

pertahanan dan pel aksanaan peraturan Penguasa Darurat Mliter
Pasal 31.

Senentara, yaitu dal am keadaan darurat mliter "mliterisasi”
hanya dapat diadakan oleh Penguasa Darurat Mliter Pusat.
Bandi ngkanl ah pasal ini dengan pasal 42.

Pasal 32.

Kekuasaan yang tersebut dalam ayat 1 perlu untuk kepentingan
penel i har aan keamanan

Sekitar penahanan termaksud diadakan penbatasan yang agak
banyak.

Pasal 33.

Disini Penguasa Darurat Mliter diberi wewenang nenyinpang
dari perundang-undangan pusat yang dinmaksud yang tersebut secara
[imtatinp.

Pasal 34.

Dal am keadaan darurat sipil belum di adakan penbatasan serupa
yang terdapat dalam ayat 1 pasal ini

Dengan ayat 1 pasal ini Penguasa Darurat Mliter nenpunyai
pengawasan preventi f at as i nst ansi - i nst ansi daer ah dal am
nmengel uar kan per at ur an- per at ur an

Menurut ayat 2, Presiden dapat nenberi kekuasaan kepada
Penguasa Darurat MIliter Daerah untuk nengatur hal-hal yang harus
di atur ol eh perundang-undangan pusat, kecuali hal-hal yang harus
di atur ol eh Presiden bersama-sana D.P. R

Sel anj ut nya peri ksal ah Penj el asan Unum pada Angka 6.



Pasal 35.

Per hat i kanl ah penj el asan pada pasal 22.
Pasal 36.

Per hat i kanl ah penj el asan pada pasal 23.
Pasal 37.

Ber dasarkan pasal ini, wuntuk |angsung kepentingan keanmanan
atau pertahanan, Penguasa Perang dapat nenganbil untuk dimlik
atau nenganbi | untuk di pakai barang-barang apapun j uga.

Penganbilan yang dilakukan oleh penguasa perang dapat
nmengaki bat kan barang nenjadi mlik negara atau barang di pakai untuk
senentara saja. Pengertian "senentara" itu tidak bol eh nel anpaui
bat as penghapusan keadaan darurat atau keadaan perang. Penganbil an
mana Yyang harus dilakukan terserah kepada pandangan Penguasa
Perang, asal saja keadaan dan kedudukan barang di perhatikan benar-
benar .

Macammya barang yang bol eh di anbi | tidak ditentukan.

Dal am pada itu hendakl ah di perhatikan, bahwa pasal ini hanya
nmengenai barang berupa benda saj a.

Setel ah barang dianbil untuk dimliki, naka beban-beban dan
hak- hak yang ber sangkut an ber pi ndah ketangan negar a.

Untuk tiap-tiap penganbilan barang untuk dimliki, selalu
harus di buat suatu keputusan dan sebol eh-bol ehnya untuk penganbil an
unt uk di pakai saja, dem kian juga. Tentu saja harus diatur bentuk
surat keputusan yang sanma. Selanjutnya harus disematkan surat
keputusan ini pada surat akte resm dari barang tidak bergerak yang
ber sangkutan. Apabila sekiranya barang tidak bergerak itu tidak
menpunyai surat akte resm, maka sudah sel ayaknya tenbusan surat
keput usan, disanpai kan kepada Asisten Wdana (Canmat) di nana barang
itu berada.

Ayat 4 nenperhati kan kepentingan pem ik semul a.

Pasal 38.

Pasal ini nenberi kekuasaan yang | ebih |uas daripada kekuasaan
yang disebutkan ol eh pasal 14, supaya barang-barang yang
di perl akukan segera dapat di perol eh pada saat yang nendesak. Selain
dari itu, Penguasa Perang dapat nengadakan peraturan dengan ancaman
hukuman terhadap nereka yang tidak mau nenenuhi perm ntaan untuk
nmenyer ahkan barang, dengan ketentuan bahwa barang yang tidak rela
di | epaskan itu disita.

Pasal 39.

Bi asanya di antara barang-barang yang di anbil nenurut pasal 37
tidak sedikit yang nenerlukan pekerja-pekerja yang nenpunyai
kepandai an istinmewa, unpamanya kapal, paberik dan sebagainya.
I tul ah sebabnya, barang-barang dem kian tidak ada artinya, apabila
kepada Penguasa Perang tidak di beri hak nenuntut tenaga orang yang



ber ada di daerah yang di nyat akan dal am keadaan per ang.

Bagai mana tenaga-tenaga itu diperl akukan, diatur ol en Penguasa
Perang, serta dengan Peraturan Penguasa Perang dapat di adakan
ancaman hukuman.

Pasal 40.

Cukup jelas, periksalah pasal 13 dan pasal 26.

Per bedaan antara dua pasal ini ialah bahwa pasal 26 berkisar
pada penbatasan dan pasal 40 ini pada |arangan; selanjutnya bahwa
| arangan ternmaksud tidak perlu nenunggu sesuatu peraturan untuk
nmel arang itu.

Agar tindakan nelarang itu diselenggarakan sebaik-baiknya,
per | u di adakan ket entuan- ket entuan tentang pel aksanaannya.

Pasal 41.

Sebagai pel aksanaan pasal 30 Undang-undang Dasar di adakan
suatu undang-undang yang nengatur hak dan kewaji ban warga- negara
unt uk nenpertahankan kenerdekaan Republik |ndonesia dan nenbela
daerahnya (periksal ah Undang-undang No. 29 tahun 1954 tentang
pertahanan negara berhubungan dengan pasal 11 Aturan Peralihan
Undang -undang Dasar), akan tetapi kewajiban ini akan terbatas pada
i ngkungan orang tertentu saja dan pula tidak semua orang dari
gol ongan i ni akan nel akukan penbel aan nusa dan bangsa serent ak.

Maka dari itu, perlu sekali adanya pasal 41 angka 1.

Seperti diketahui, pasal dari Kitab Undang-undang Hukum Pi dana
yang hanpir sanma bunyinya dengan angka 2 dari pasal 41 ini, senmata-
mata ditujukan kepada nereka yang nmeninbul kan atau nenyuburkan
penogokan, sedangkan angka 2 ini nenberi kekuasaan kepada penguasa
keadaan perang untuk nengadakan | arangan dan menberikan hukuman
t er hadap nereka yang nel akukan penogokan itu sendiri

Tentu saja, penpbgokan yang di maksudkan bukan terbatas kepada
penogokan yang bertujuan potlik saja dan pekerja-pekerja yang
nmel akukan penogokan haruslah nereka yang nenpunyai ikatan dengan
per usahaan yang ber sangkut an.

Perlu ditegaskan disini, bahwa |arangan nobgok terbatas pada
per usahaan- per usahaan/ j awat an-j awat an/ badan- badan yang vital saja,
dengan tidak nenutup kemungki nan bagi nereka yang ber kepentingan
unt uk perbai kan nasi bnya dal am batas-batas hukum dan nenyal urkan
tuntut an-tuntutannya nenurut procedure yang ditentukan ol eh undang-
undang.

Angka 3. Qukup jelas, yaitu diberi kekuasaan kepada penguasa
keadaan perang supaya dapat juga bertindak terhadap naji kan-nmajikan
per usahaan- perusahaan penting untuk nenghilangkan ketegangan yang
sekiranya tinbul antara majikan dan buruh. Satu sama |ai n nerupakan
i tbangan dari pada ketentuan dal am angka 2.

Sudah sel ayaknya bahwa haki m yang di hadapkan perkara penpgokan
ber dasarkan angka dua pasal ini, dalam nenutus perkara tersebut
akan nmenyelidi ki sebab-nusabab tindak pidana termaksud, yang
mungki n sekali terletak pada kesal ahan pi hak maji kan.

Satu sama | ain nerupakan pertinbangan dal am nenent ukan put usan
ol eh haki m



Pasal 42.

Baru dal am keadaan perang Penguasa keadaan bahaya tingkat
daerah di beri wewenang untuk nmengadakan mliterisasi. Bandi ngkanl ah
dengan ket entuan dal am pasal 31.

Apabila wewenang yang diberikan oleh pasal 41 ditujukan
t er hadap orang warganegara, naka wewenang yang di beri kan ol eh pasa
42 (dan 31) kepada Penguasa keadaan bahaya dituj ukan terhadap suatu
j awat an, perusahaan, perkebunan atau suatu jawatan, perusahaan,
per kebunan atau suatu jabatan, yang dengan sendirinya akan nenbawa
pul a aki bat orang-orang pegawai nya.

Pasal 43.

Sebal i knya dari pada kekuasaan yang diberikan oleh pasal 28
yaitu untuk nengel uarkan orang yang dianggap berbahaya untuk
keamanan dari suatu daerah, mnaka tindakan yang di kenukakan ol eh
pasal ini nmenperbol ehkan penguasa keadaan perang nenaksa orang,
ter hadap siapa terdapat petunjuk-petunjuk bahwa ia akan nenganggu
keamanan, untuk berdiam dal am satu daerah, kota/atau tenpat yang
tertentu. Sekalipun terhadap orang yang bersangkutan mungkin
di adakan pengawasan yang keras, akan tetapi ia tidak boleh
di pandang sebagai orang tahanan bi asa.

Unt uk menjam n ketentuan hukum maka untuk penunjukan tenpat
ber di am t ermaksud, disyaratkan surat keputusan berdasarkan berita-
acara (proces-verbaal) dan salinan surat keputusan serta berita-
acara itu harus dikirinkan kepada Presiden dan kepada orang yang
di perl akukan tindakan

Peneri ksaan harus dilakukan dalam waktu yang sesingkat-
si ngkat nya.

Quna nenberi kan jam nan kepada orang yang di per| akukan nenur ut
pasal ini, dibuka kenmungki nan bagi orang yang bersangkutan untuk
nmengaj ukan keberatan kepada Presiden yang dal am hal ini menganbi
put usan set el ah nendengar pendapat Jaksa Agung.

Sel anjutnya perhati kanlah bagian terakhir dari penjelasan
pasal 18.

WWwenang tersebut dal am pasal 43 ini, dengan sendirinya hanya
di pergunakan dalam keadaan yang nenaksa sekali terutama dal am
keadaan tel ah ti nbul perang.

Pasal 44

Pasal inilah yang terpenting dari seluruh pasal-pasal yang
terdapat dalam Peraturan ini dan nenberikan kekuasaan tanbahan
kepada Penguasa Perang, yang hanpir tidak atas batas |uasnya,
karena dengan kekuasaan tersebut Penguasa Perang dapat mnenyi npang
dari ket entuan-ketentuan dal am peraturan perundang-undangan pusat,
dapat nencanpuri senua | apangan kekuasaan Peneri nt ahan.

Unt uk penggunaan kekuasaan nenurut pasal ini hanya di syaratkan
adanya "keadaan yang nenbahayakan kesel amatan Negara yang sangat
nmendesak pada saat itu". Satu sama | ain nenurut penilaian Penguasa
Per ang yang ber sangkut an.

Ti dakl ah perlu dan tidaklah baik, apabila dal am nenggunakan
kekuasaan ini Penguasa Perang nengadakan penyinpangan terhadap



pasal - pasal Undang-undang Dasar dan/atau Peraturan ini sendiri.

Tidak perlu, oleh karena dari ketentuan-ketentuan sebel umya
dal am Peraturan ini, langsung atau tidak |angsung ternyata, bahwa
kepada Penguasa Perang telah diberikan kekuasaan penyi npangan
tersebut serta dari kekuasaan unmum berdasarkan pasal 44 ini
Penguasa Perang dapat nengadakan penyi npangan yang berupa apapun
juga terhadap perundang-undangan pusat (selain dari Undang-undang
DASAR dan Peraturan induk tentang keadaan bahaya) .

Tidak bai k, oleh karena maksud yang terpenting dan sengaja
di kenukakan ol eh jiwa peraturan ini ialah, bahwa perundang-undangan
pusat yang ada, tetap berlaku terus dan bahwa alat-al at
per | engkapan penbentuk perundang-undangan pusat tetap nel akukan
f ungsi nya.

Dem ki an pula tidaklah dibenarkan apabila dengan kekuasaan
ini, Penguasa Perang hendak nenyi npangkan ideologi Negara, azas-
azas dan sendi -sendi pokok yang tercantum dal am Undang- undang Dasar
dan hal uan Negar a.

Ber hubung dengan persoalan yang amat prinsipil 1ini sudah
senesti nyal ah di adakan syarat bila kekuasaan ini dapat dipakai, dan
di t ent ukan pengawasan terhadap penakai an kekuasaan yang |uas biasa
ini ol eh Penguasa Perang. |tul ah sebabnya dal am ayat (2) dietapkan
bahwa tindakan-tindakan yang dianbil ol eh Penguasa Perang Daerah
ber dasarkan pasal 44 ini harus segera diberitahukan kepada Presi den
disertai al asan-al asan yang cukup, bahwa keadaan nenmang sungguh
nmendadak datangnya, dan oleh karena itu nemang sungguh-sungguh
t er paksa tindakan-tindakan yang bersangkutan dianbil apabila tidak
hendak nenbi arkan berlangsungnya keadaan yang fatal bagi Negara
Jadi apabila keadaan yang nenbahayakan kesel amatan Negara tidak
nmendadak dat angnya dan tidak sengat nendesak di but uhkannya ti ndakan
i stimewa, nmaka tindakan yang di anbil berdasarkan pasal 44 ini dapat
di kakat akan tidak pada tenpatnya. Bahaya yang dat angnya perl ahan-
| ahan tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk nenmakai kekuasaan
ini.

Dal am hubungan itu senua harus diingat batas Hukum Keadaan
Bahaya, ialah adanya keseinbangan antara bahaya yang neninpa dan
al at pengel ak yang di per gunakan.

Presiden tetap masih bertanggungj awab tentang senua ti ndakan
Penguasa- penguasa Perang dan Penguasa- penguasa Perang ti dak berubah
kedudukannya sebagai al at Penerintah. Mka ol eh karena itu dan ol eh
karena kekuasaan ini haruslah dijaga agar supaya tidak nel anpaui
bat as- bat as seper| unya.

Presi den nmenberi kan pet unj uk- pet unj uk kepada Penguasa- penguasa
Perang tentang tindakan-tindakan yang telah dianbil dan vyang
nmenyi npang dari perundang- undangan pusat, dan Penguasa-penguasa
Per ang harus nemat uhi nya petunj uk- petunjuk tersebut. Jikalau tidak,
sangsi -sangsi Pidana Tentara/D siplin Tentara atau sangsi Yyang
di atur dal am pasal 58 Peraturan ini akan dianbil terhadap Penguasa
Per ang yang ber sangkut an.

Pasal 45.
Dengan ini maka orang yang bukan seorang MIliter dapat nenbuat

kehendak terakhirnya dihadapan tiap-tiap pejabat unmum atau tiap-
tiap Perwi ra Angkatan Perang dengan di saksi kan ol eh dua orang.



Pasal 46.

Agaknya sudah senestinya penguasa dapat nel aksanakan ti ndakan-
ti ndakannya dengan kekerasan, akan tetapi ayat. 1 ini perlu
ber hubung bi aya yang di kel uarkan harus ditanggung ol eh orang yang
tidak mau nenuruti perintah dan ol eh karena unumya tindakan harus
cepat dil akukan, nmaka biaya itu dapat segera dituntut dengan tidak
ada putusan dari haki m

Pasal 47.

Pasal ini dan berikutnya nmenyebut kan hukuman- hukuman ter hadap
pel anggaran peraturan-peraturan dari Peraturan ini. Hanya pasal ini
adal ah suatu peraturan hukuman yang umum sifatnya serta pasal ini
nmenbol ehkan pensitaan Dbarang-barang yang bersangkutan dengan
per buat an yang nel anggar suatu ketentuan dari Peraturan ini. Hak
m | i k barang bukan suatu syarat.

Pasal 48.
Ti dak nmenbut uhkan penj el asan.

Pasal 49.
Ti dak nener| ukan penj el asan.

Pasal 50.
Ti dak nener| ukan penj el asan.

Pasal 51.

Supaya jangan terlalu berat, nmenurut pasal ini Kkelalaian saja
tidak cukup untuk nenghukum orang. Berhubung dengan Kkei stinmewaan
yang dapat di adakan ol eh Presiden, naka pejabat-pejabat dipi sahkan
dari orang biasa.

Pasal 52.

Ti dak nener| ukan penj el asan.
Pasal 53.

Ti dak nenerl| ukan penj el asan.
Pasal 54.

Ti dak nenerl| ukan penj el asan.
Pasal 55.

Ti dak nener| ukan penj el asan.
Pasal 56.

Ti dak nener| ukan penj el asan.
Pasal 57.

Pasal 57 ini ber maksud nencegah, seti dak-ti daknya

nmenper kekeci | , peyal ah gunaan wewenang vyang diberikan ol eh



Per at ur an i ni

Pasal 58.
Ti dak nener| ukan penj el asan.

Pasal 509.

Penahanannya harus dil akukan berdasarkan Peraturan ini atau
Per aturan | ai n.

Pasal ini nenberi wewenang kepada penguasa keadaan bahaya
unt uk nenunj uk tenpat-tenpat penahanan | ain daripada yang | azi mya
di pakai sebagai rumah-tahanan.

Pasal 60.

Suatu j am nan untuk sedapat nungki n nenenuhi rasa keadil an.

D sanping itu, terhadap penjabatpenjabat penguasa sipil atau
penguasa mliter yang nenyal ah-gunakan kekuasaannya, di adakan
ancaman hukuman sebagai yang ditetapkan dal am pasal 57 Peraturan
ini.

Pasal 61.

Maksud pasal 61 ini ialah, untuk jangan sanpai ada kehanpaan
hukum (recht svacuun).

Ket entuan dem ki an biasa diadakan untuk nengatasi taraf
per al i han pada setiap kali ada perubahan perundang- undangan.

Dengan berindukkan pada Peraturan ini kenudian, naka taraf
dem taraf diadakan perubahan/penggantian seperlunya sesuai dengan
azas-azas yang di kandung ol eh Peraturan.ini.

Ter masuk Lenbaran-Negara No. . ... Tahun 19. ..
Di ket ahui :
Menteri Mida Kehaki man,
ttd.
RAHARDJIO.

CATATAN
RALAT.
Dal am Lenbar an- Negara No. tahun 1959, halaman 6, dari ayat
(6), antara kata-kata "nmaka" dan "peraturan-peraturan", harus
di si si pkan kat a- kat a:

"peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan dari Penguasa Dar ur at
Sipil tetap berl aku sebagai”

Sekretari s Departenen Kehaki man,



ttd.
M. SCEDARIQ
Kut i pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959
YANG TELAH DI CETAK ULANG
Sunber : LN 1959/ 139; TLN NO 1908



